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BAGIAN I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Badan Keahlian DPR RI memiliki tugas mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang

dan tugas DPR RI di bidang keahlian, sesuai dengan Peraturan Presiden No.27 Tahun 2015

tentang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI. Dalam rangka pelaksanaan tugas

dan fungsi Badan Keahlian DPRRI tersebut, maka dibentuk pusat-pusat yaitu:

]. Pusat Perancangan Undang-Undang (UU) dengan tugas pokok memberikan dukungan

keahlian pada perancangan UU.

2. Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang dengan tugas pokok memberikan

dukungan keahlian pada pemantauan pelaksanaan UU dan pemberian keterangan DPR

untuk persidangan Mahkamah Konstitusi.

3. Pusat Kajian Anggaran dengan tugas pokok memberikan dukungan keahlian pada analisis

anggaran.

4. Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara dengan tugas pokok memberikan dukungan

keahlian pada analisis akuntabilitas keuangan negara.

5. Pusat Penelitian dengan tugas pokok memberikan dukungan keahlian pada pelaksanaan

fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan melalui penelitian, pengkajian, dan

pengembangan ilmu pengetahuan,

Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI memiliki visi Menjadi Pusat Penelitian yang

professional, netral, andal, dan akuntabel dalam mendukung tenvujudnya parlemen modern.

Untuk mendukung visi tersebut maka misi dari Pusat Penelitian BK DPR RI adalah; (1)

Mengoptimalkan dukungan keahlian melalui kegiatan penelitian yang professional, netral, dan

akuntabel, (2) Memberikan dukungan keahlian melalui kegiatan pengkajian yang perofesional,

netral, dan akuntabel, (3) Melakukan pengembangan kepakaran dan kompetensi SDM yang

andal. Pusat Penelitian dipimpin oleh seorang Kepala Pusat Penelitian. Pusat Penelitian Badan

Keahlian DPR RI terdiri dari 5 bidang, yaitu Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik, Bidang

Kesejahteraan Sosial, Bidang Politik Dalam Negeri, Bidang Hukum, dan Bidang Hubungan

Internasional.

Pusat Penelitian Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI memiliki tugas dan

fungsi salah satunya adalah memberikan dukungan keahlian melalui kegiatan pengkajian yang

perofesional, netral, dan akuntabel. Dukungan dalam hal ini terutama diberikan kepada



Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI, serta Mat Kelengkapan Dewan (AKD) DPR

RI yang terdiri dari;

1 Pimpinan Dpr

2 Badan Musyawarah

3 Komisl

4 Badan Legislasi

5 Badan Anggaran

6 Badan Uaisan Rumah Tangga

7 Badan Keijasama Antar PARLEMEN

8 Badan Akuntabilitas Keuangan Negara

9 Mahkamah Kehoimatan Dewan

10 Panitia Khusus

Dukungan yang diberikan oleh para peneliti di Pusat Penelitian kepada AKD adalah:

dukungan Fungsi Legislasi dan Pengawasan. Fungsi Legislasi dalam hal ini adalah melakukan

pengkajian dan tumt serta dalam proses Penyusunan, Pembahasan, dan juga Kunjungan Kerja

dalam rangka Rencana Undang-Undang. Sedangkan fungsi pengawasan adalah turut serta

dalam kegiatan kunjungan keija, baik yang bersifat spesifik maupun umum, yang dilakukan

oleh AKD.

Proses penugasan pendampingan AKD serta Setjen dan BK DPR RI adalah seperti pada

bagan di bawah ini:

»Surat Permintaan

Pendampingan

•Dikirimkan ke TU Pusat

Penelitian

AKD/Setjen-BK

Pusat

Penelitian

• Kepala Pusat Penelitian
memberikan disposisi
kepada Koordinator
Bidang terkait

Koordinator Bidang
menentukan peneliti
yang dianggap sesuai

Peneliti melaksanakan

pendampingan

Peneliti



Berdasarkan testimoni dari beberapa senior di lingkungan Pusat Penelitian Hiidang

Ekonomi danKebijakan Publik (EKP) didapatkan suatu kondisi dimanamasih lerjadi disliibusi

penugasan pendampingan kepada A!at Kcicngkapan Dewan (AJvU) yang lidak ineiata diantara

peneliti. Hal tersebut diakibatkan karena adanya permintaan dari AKD kepada peneliti

berdasarkan penunjukkan langsung atau berdasarkan kemauan AKD yang bersangkutan.

Permintaan AKD kepada peneliti dalam rangka memberikan mendukung pendampingan

baikdalam pelaksanaan fungsi legislasi, fungsi anggaran maupun fungsi pengawasan. Hal ini

menyebabkan adanya peneliti yang kelebihan permintaan (overload) sementara yang lain

hanya sedikit atau bahkan tidak memiliki kesempatan untuk terlibat dalam penugasan

pendampingan kepada AKD. Dampaknya, peneliti yang terlibat di banyak penugasan

seringkali kurang memiliki waktu yang cukup untuk memenuhi sasaran keija utamanya dan

memenuhi angka kredit sebagai bagian dari kewajiban seorang peneliti (Akuntabilitas).

Kondisi tersebut dikarenakan belum adanya mekanisme penugasan peneliti di Bidang Ekonomi

dan Kebijakan Publik Pusat Penelitian BK DPR RJ untuk pendampingan kepada AKD dalam

rangka pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai peneliti.

Jika isu tersebut tidak diselesaikan maka akan sulit bagi peneliti di Bidang EKP Pusat

Penelitian Badan Keahlian DPR RJ untuk memberikan pelayanan kepada AKD secara efektif

dan efisien, Hal tersebut terkait dengan bagaimana peneliti memberikan komitmen mutu dalam

pelayanan publik kepada AKD. Kondisi tersebut juga mengakibatkan sulitnya mengatur waktu

untuk mengeijakan tugas utama yang menghasilkan angka kredit sebagai kewajiban bagi

seorang peneliti yang mendapatkan beban penugasan yang terlalu banyak (Komitmen Mutu,

Manajemen ASN)

Kondisi yang ada akan mempengaruhi akuntabilitas peneliti EKP dalam memenuhi

sasaran kinerja utama nya sebagai ASN (Manajemen ASN, Akuntabilitas). Pelayanan kepada

AKD juga dapat terganggu ketika seorang peneliti terlibat dalam banyak penugasan sehingga

pelayanan menjadi tidak maksimal dan mengurangi kepuasan AKD sebagai publik penerima

layanan (Pelayanan publik, Komitmen Mutu). Dampak lebih luasnya adalah terganggunya

hubungan kerjasama, sinergi, dan koordinasi antara Pusat Penelitian dengan AKD sehingga

mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi, baik Pusat Penelitian maupun Sekretariat

Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI secara umum (Manajemen ASN, Pelayanan Publik,

Whole of Government)



B. NlLAl-NlLAl ORGANISASI
Nilai-nilai organisasi Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI tertuang dalam

Peraturan Sekretans Jenderal (Persekjen) No.03/PER-SEKJEN/2012 tentang Kode Etik
Pegawai Negeri Sipil Sekretanat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI pasal III yang
menyatakan bahwa nilai-nilai dasar PNS Setjen dan BK DPR RI adalah: Rehgius,
Akuntabilitas, Profesional, dan Integritas (RAPI).

Sikap Religius diwujudkan dalam melalui tindakan percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Sikap Akuntabilitas diwujudkan melalui tindakan: (1) bertanggung jawab dalam melaksanakan
tugas dan fungsmya, (2) bekei^a sesuai dengan standar kerja yang ditetapkan, (3) memberikan
teladan bagi Ungkungan kerja, dan (4) memelihara dan memanfaatkan sarana dan prasarana
kedinasan sesuai dengan peruntukkannya.

Sikap Profesional diwujudkan dalam benmk: (1) mengembangkan etos kerja untuk
meningkatkan kinerja Setjen dan BK DPR RI, (2) bekerja dengan inisiatif, inovatif, dan
responsif, dalam rangka meningkatkan kinerja Se^en dan BK DPR RI, (3) berorientasi pada
peningkatan kualitas kerja, dan/atau (4) memiliki dan berusaha meningkatkan kompetensi
dalam melaksanakan pekerjaan.

Sikap Integritas diwujudkan melalui tindakan: (1) jujur dalam melaksanakan tugas dan
fungsi sebagai PNS, (2) menjunjung tinggi harkat, martabat, dan kehormatan Setjen dan BK
DPR RI, (3) menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, (4) tidak meminta
atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan,
atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, (5) tidak merugikan
orang lain dan negara, (6) menjaga informasi yang bersifat rahasia, dan (7) menhormati
perbedaan, tidak diskriminatif, dan tidak mengintimidasi rekan kerja.

Nilai-nilai organisasi tersebut hams diterapkan dalam melaksanakan tugas, khususnya
sebagai peneliti di Pusat Penelitian BK DPR RI. Dalam rangka mewujudkan visi dan misinya,
Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI berdasarkan Peraturan Sekretariat Jenderal DPR RI
No.6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Keija Sekretariat Jenderal dan Badan Keahhan
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana diubah dengan Peraturan
Sekretaris Jenderal No.2 Tahun 2016, memiliki tugas melakukan pengkajian dan penelitian
untuk mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia. Dalam melaksanakan tugasnya, Pusat Penelitian menyelenggarakan
fungsi sebagai berikut;

1. Perumusan dan evaluasi rencana strategis Pusat Penelitian;

2. Perumusan dan evaluasi program kerja tahunan Pusat Penelitian;



3. Pemmusan dan evaluasi rencana kegiatan dan anggaran Pusat Penelitian;

4. Koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Pusat
Penelitian;

5. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dalam pelaksanan pengkajian dan penelitian,
6. Pelaksanaan kebijakan di bidang dukungan penelitian;

7. Pelaksanaan dukungan evaluasi penelitian,

8. Pelaksanaan kegiatan pengkajian dan penelitian,

9. Pelaksanaan tata usaha Pusat Penelitian;

10. Penyusunan laporan kerja Pusat Penelitian;

11. Pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepaala Badan Keahlian

Adapun stmktur organisasi dari Pusat Penelitian adalah sebagai berikut:
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Gambar 1. Struktur Organisasi Pusat Penelitian BK DPR RI

Peserta Diklat merupakan Calon Pegawai Negeri Sipil/ Aparatur Sipil Negara yang akan

menduduki jabatan fUngsional peneliti. Tugas pokok dan fungsi dari seorang Peneliti di Pusat

Penelitian Badan Keahlian DPR RI tergantung dari tingkat jabatannya dan dapat dilihat dari

Sasaran Kerja Pegawai. Peneliti Pertama memiliki Sasaran Kerja Pegawai secara umum yaitu;

1 Melakukan penelitian dan pengembangan sesuai dengan tugas pokoknnya

2 Melakukan penelitian mengenai perkembangan issue-issue kedewanan Undang-Undang

(legislasi), Anggaian dan Pengawasan

3 Melakukan analisis dan kajian-kajian mengenai kedewanan (Undang-Undang (legislasi),

Anggaran dan Pengawasan)



4 Melakukan Analisis dana kajian pada alat kelengkapan Dewan

5 Memberikan hasil analisis dan kajian-kajian kepada anggota dewan sesuai dengan bidang

tugasnya

6 Melakukan analisisi dan kajian sesuai perintah atasan

7 Melaporkan hasil kerja kepada atasan secara berkala

8 Melakukan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan

9 Membuat kaiya tulis ilmiah sesuai dengan kebutuhan dewan dalam rangka proses

pembahasan UU, Anggaran dan Pengawasan

10 Membuat Karya tulis ilmiah dalam Jurnal

11 Melaksanakan tugas lain terkait yang diberikan oleh atasan

12 Membuat konsep laporan kerja kepada atasan secara berkala dan setiap waktu diperlukan

C. TUJUAN

Tujuan dari diangkatnya isu terkait belum meratanya distribusi penugasan pendampingan

AKD dan Sekretariat dan Badan Keahlian (Setjen-BK) DPR RI oleh Peneliti di Pusat Penelitian

adalah untuk melihat lebih jauh kondisi yang ada di Pusat Penelitian Bidang EKP dan apa yang

menyebabkan ketidakmerataan tersebut teijadi. Berdasarkan hasil tersebut, maka penulis akan

memberikan altematif saran dan solusi untuk mengatasinya, yaitu dengan membuat sistem

monitoring dan distribusi yang diharapkan dapat membantu Koordinator Bidang untuk

menentukan peneliti yang akan ditugaskan. Dampak yang diharapkan dari sistem tersebut

adalah meratanya distribusi penugasan pendampingan AJCD dan Setjen-BK DPR RI sehingga

dapat memberikan hasil yang maksimal, baik bagi peneliti maupun bagi anggota dewan, yaitu;

1. Setiap peneliti mendapatkan kesempatan untuk terlibat dalam pendampingan, baik di AKD

maupun di Setjen-BK DPR RI sebagai bagian dari tugas pokok dan fungsi Peneliti

(Akuntabilitas, Manajemen ASN)

2. Pusat Penelitian dapat memberikan pelayanan pendampingan secara maksimal kepada

AKD dan Setjen-BK DPR RI (Manajemen Mutu, Pelayanan Publik, Whole of

Government)



BAGIAN n

DESKRIPSIISU

A. PENJELASAN PERUBAHAN

Secara umum, tidak ada perubahan kegiatan dalam penyelesaian isu. Namun terdapat

beberapa modifikasi pada tahapan kegiatan. Kegiatan pertama adaiah Diskusi dengan senior

(problem listing) yang terdiri dari 6tahapan kegiatan yang dilaksanakan dalam kuain waktu 1
minggu tanpa ada perubahan tahapan kegiatan. Kegiatan berikutnya adaiah Focus Group
Discussion (FGD) dengan Koordinator Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik (EKP) yang

terdiri dari 6 tahapan kegiatan dan tidak mengalami perubahan. Pelaksanaan FGD dilakukan

dalam I hari.

Kegiatan ketiga adaiah pelaksanaan wawancaramendalam dengan KepalaPusat Penelitian.

Terdapat perubahan tahapan pada kegiatan ini. Pada rancangan aktualisasi dituliskan tahapan

pembuatan dan pengiriman surat permohonan wawancara kepada Kepala Pusat Penelitian.

Pada pelaksanaannya permohonan wawancara hanya dilakukan secara lisan sesuai arahan

Mentor. Hal tersebut dilakukan untuk efisiensi waktu dan pelaksanaan kegiatan mengingat

jadwal Kepala Pusat Penelitian cukup padat pada saat kegiatan aktualisasi berlangsung.

Kegiatan keempat adaiah wawancara dengan Bidang Data dan Teknologi Informasi

(BDTI). Tahapan yang diajukan dalam rancangan aktualisasi adaiah 7 tahapankegiatandengan

1 kali proses wawancara. Namun dalam pelaksanaannya dilakukan penyesuaian yaitu proses

wawancara dilakukan 2 kali. Hal tersebut dikarenakan perlunya memastikan kemungkinan-

kemungkinan dan variable yang akan digunakan dalam Sistem Monitoring dan Distribusi

Penugasan Pendampingan AKD. Tahap wawancara pertama adaiah penyampaian maksud dan

tujuan pembuatan Sistem Monitoring dan Distribusi Penugasan Pendampingan AKD,

khususnya di kalangan peneliti bidang EKP. Wawancara awal adaiah melihat kemungkinan

pembuatan sistem tersebut dalam kurun waktu yang tersedia dan variabel apa saja yang akan

dimasukkan dalam sistem. Hasil dari wawancara pertama kemudian dilaporkan dan

didiskusikan dengan Mentor untuk mendapatkan tabel informasi yang lebih sesuai dengan

kebutuhan monitoring penugasan pendampingan AKD. Hasil review dari Mentor didiskusikan

kembali dengan BDTI untuk dicocokkan dengan database pegawai yang ada pada Portal DPR

RJ.



Kegiatan kelima adalah pembuatan Sistem Monitoring dan Distribusi Penugasan

Pendampingan AKD. Tahapan kegiatan yang diajukan adalah sebanyak 7 kegiatan namun

perlu penambahan tahapan kegiatan menjadi 10 tahapan. Perubahan yangterjadi adalah:

1. Diskusi lanjutan dengan BDTI. Selama proses pembuatan sistem, diskusi terus

dilaksanakan dengan BDTI untuk memastikan variabel yang digunakan sudah sesuai.

Diskusi juga dilakukan selama proses integrasi sistem database pegawai dengan website

Pusat Penelitian dan juga proses fmalisasi sistem monitoring dan distribusi.

2. Permohonan izin akses: Izin akses dibutuhkan untuk mengisi dan update database peneliti

di Portal DPR Rl. Izin akses akan memberikan penulis user admin selama kurun waktu

tertentu.

3. Pengisian data dari Portal Database Pegawai yang akan diintegrasikan dengan Website

Pusat Penelitian. Hal tersebut dilakukan karena pada Tabel Data sebelumnya masih ada

variabel yang belum digunakan. Pengisian data dilakukan dengan menanyakan kembali

kepada para peneliti bidang EKP terkait variabel-variabel yang belum terisi untuk

melengkapi database.

B. CAPAIAN PELAKSANAAN AKTUALISASI

Secara umum, pelaksanaan aktualisasi berjalan sesuai dengan jadwal. Seluruh kegiatan

berhasil dilaksanakan meskipun terdapat beberapa perubahan pada tahapan kegiatan. Produk

akhir dari aktualisasi adalah Sistem Monitoring dan Distribusi Penugasan Pendampingan

AKD-Setjen BK DPR RI yang terdiri dari:

1. Data umum tentang Peneliti di EKP yang berisi tentang riwayat penelitian dan penugasan

pendampingan AKD dan Sekretariat Jenderal- Badan Keahlian DPR RI serta pelaksanaan

penelitian dan penugasan pendampingan pada tahun anggaran berjalan (Tabel 4).

2. Data rekapitulasi penugasan pendampingan pada tahun anggaran berjalan (Tabel 5). Data

pada Tabel inilah yang digunakan sebagai sarana monitoring distribusi penugasan

pendampingan di Bidang EKP. Pada data tersebut terdapat rekapitulasi penugasan

pendampingan yang dilakukan oleh masing-masing peneliti dengan memperhatikan beban

kerja dan durasi waktu pelaksanaan. Kemudian dibuat kategorisasi dimana jika seorang

peneliti sudah menerima penugasan pendampingan dengan jumlah tertentu maka peneliti

tersebut dianggap tidak bisa lagi menerima penugasan dan harus didistribusikan kepada

peneliti lainnya.



3. Sistem informasi peneliti yang merupakan integrasi antara Portal Pegawai DPR RI

(https://portal.dpr.P(xi(i) dengan website resmi Pusat Penelitian DPR RI

(https://puslit.dpr.go.id). Melalui sistem tersebut maka dapat dilihat data peneliti beserta

riwayat penelitian, pendampingan. dan produk penelitian yang sudah dihasilkan. Sistem

tersebut dapat diakses secara umum melalui website Pusat Penelitian (Lihat Lampiran

Gambar 1-6). Sistem tersebut juga memungkinkan pihak terkait (Kepala Pusat Penelitian

dan Koordinator Bidang) untuk memantau distribusi tugas pendampingan di Bidang EKP

untuk masing-masing peneliti melalui integrasi Tabel 5pada website Portal DPR RI.

C. ANALISIS MANFAAT DAN DAMPAK

Keseluruhan sistem yang sudah dibuat tersebut memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Kemudahan memantau distribusi penugasan pendampingan di tim bidang EKP pada tahun

anggaran berjalan, kjiususnya bagi Kepala Pusat Penelitian dan Koordinator Bidang.

Keputusan pemilihan peneliti bisa secara cepat diberikan untuk memenuhi permintaan

AKD dan Setjen-BK DPR RI (Pelayanan Publik, Akunfabilitas, Manajemen ASN).

2. Memberikan informasi secara cepat terkait kriteria yang dibutuhkan ketika akan memilih

peneliti untuk melakukan pendampingan. Koordinator Bidang akan dapat terbantu untuk

menugaskan peneliti dengan kemampuan dan pengalaman yang paling sesuai sehingga

diharapkan memberikan hasil maksimal bagi AKD, Setjen-BK DPR RJ. (Komitmen

Mutu, Pelayanan Publik, Whole ofGovernment).

3. Sistem akan membantu pemerataan distribusi penugasan di kalangan peneliti Bidang EKP.

Peneliti diharapkan akan mendapatkan kesempatan yang sama dalam melakukan

pendampingan, khususnya pendampingan legislasi kepada AKD (Pelayanan Publik,

Whole of Government). Peneliti yang sebelumnya sudah mendapatkan cukup jumlah

tugas pendampingan akan dialihkan bebannya, sehingga diharapkan peneliti tersebut tidak

terhambat dalam melaksanakan tugas utamanya yang tercantum dalam SKP untuk

memenuhi angkakredit. (Akuntabilitas, Komitmen Mutu, Manajemen ASN).

4. Data para peneliti yang terdapat di website Pusat Penelitian memberikan akses kepada

masyarakat umum mengenai kegiatan penelitian yang dilakukan oleh Pusat Penelitian

Badan Keahlian DPR RI. Data tersebut akan memudahkan pencarian informasi terkait

hasil-hasil penelitian dan kegiatan pendampingan yang dilakukan oleh masing-masing

peneliti. (Akuntabilitas, Komitmen Mutu, Pelayanan Publik)
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D. TANTANGAN/HAMBATAN

Tantangan yang dihadapi selama melakukan proses aktualisasi ini salah satunya adalah

sulitnya meminta waktu para peneliti untuk dapat melakukan wawancara dan melengkapi

database. Hal tersebut dikarenakan banyak para peneliti yang melakukan kegiatan penelitian

di luar kota, baik penelitian individu maupun kelompok. Kondisi tersebut diatasi dengan cara

pengisian database tidak secara serentak atau pada hari yang sama. Pengisian database pada

akhimya dilakukan satu per satu pada waktu yang berbeda tergantung pada kesiapan waktu dan

kesediaan peneliti.

Tantangan lainnya adalah membuat sistem monitoring dan distribusi dalam waktu singkat

dengan menggunakan sumber daya yang ada. Hal tersebut diatasi dengan berbagai cara, yaitu:

1. Berkonsultasi dengan BDTl untuk melihat kemungkinan-kemungkinan yang tersedia

dalam membuat sistem yang dimaksud.

2. Menggunakan database yang sudah ada sehingga sistem dapat dibuat lebih cepat.

3. Mengmtegrasikan semua on\\x\t platform yang sudah tersedia untuk efektivitas pembuatan

sistem.
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BAB III

JADWAL KEGIATAN AKTUALISASI

Tabel 1. Jadwal Kegiatan

No
Kegiatan/

Tahapan Kegiatan
M El JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER

1 II III IV I II HI IV I II HI IV I II in IV I II III IV

1. Diskusi dengan senior di

Bidang Ekonomi dan
Kebijakan Publik Pusat
Penelitian Badan Keahlian

DPR RI {Problem listing)

CUTIBERSAMAHARIRAYAIDULFITRI
a) Membuat pedoman

wawancara/di skusi

b) Mendiskusikan pedoman
wawancara dengan
Mentor

c) Menghubungi para
senior untuk memohon

waktu wawancara

d) Melakukan wawancara
dan diskusi mendalam

denaan para senior
e) Membuat hasil laporan

diskusi dan

menyerahkannya kepada
Mentor
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No
Kegiatan/

Tahapan Kegiatan
MEI JUNI JVLI AGUSTUS SEPTEMBER

I ri III IV I 11 111 IV I II III IV I 11 III IV 1 II IJI IV

f) Diskusi hasil wawancara

dengan Mentor dan
Coach

CUTIBERSAMAHARIRAYAIDULFITRJ
2. FGD dengan Koordinator

Bidang

a) Konsultasi dengan
Mentor

b) Membuat undangan
tertulis kepada
Koordinator Bidang

c) Mengirimkan Undangan
kepada Koordinator
Bidang melalui Tata
Usaha

d) FGD dengan koordinator
bidang, coach, dan
mentor

e) Membuat hasil laporan

FGD dan menyerahkan

kepada Mentor dan
Coach

f) Diskusi hasil laporan
dengan Mentor dan

Coach
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No
Kegiatan/

Tahapan Kegiatan
MEl JUNI JULI AGUSTUS s EFTEMBER

I 11 111 IV I n III IV I II HI IV II HI IV I [I in IV

3. Wawancara mendalam

dengan Kepala Pusat
Penelitian

CUTIBERSAMAHARIRAYAIDULFITRI

a) Menyusun pedoman
wawancara Kepala
Pusat Penelitian

b) Konsultasi dengan
Mentor terkait pedoman
wawancara untuk

Kepala Pusat Penelitian

c) Menghubungi Kepala
Pusat Penelitian untuk

menyatakan kebutuhan
wawancara

d) Pelaksanaan wawancara
mendalam dengan
Kepala Pusat Penelitian

e) Membuat laporan hasil
wawancara dan

menyerahkannya
kepada Mentor dan
Coach

f) Diskusi hasil
wawancara dengan
Mentor dan Coach
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No
Kegiatan/

Tahapan Kegiatan
MEI JUNl JULI AGUSTUS SEPTEMBER

I 11 III IV I U lU IV I II HI TV 1 n III TV T U Til TV

4. Wawancara dengan BDTl
(Bidang Data dan
Teknologi Informasi)

a) Memetakan kebutuhan

sistem online untuk

distribusi penugasan
pendampingan

CUTIBERSAMAHARIRAYAIDULFITRI
b) Diskusi dan konsuitasi

dengan Mentor terkait
kebutuhan sistera online

distribusi penugasan
pendampingan

c) Membuat surat

permohonan wawancara
kepada BDTI

d) Mengirimkan surat
permohonan wawancara
dengan BDTI melalui
Tata Usaha

e) Pelaksanaan wawancara

dengan BDTI
f) Membuat laporan hasi!

wawancara dan

menyerahkan kepada
Mentor dan Coach

g) Diskusi hasil

wawancara dengan
Mentor
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No
Kegiatan/

Tahapan Kegiatan

M El JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER

T IT IH IV I II in IV I II III IV I II III IV I II HI IV

5. Pembuatan sistem

monitoring dan distribusi
penugasan pendampingan
AICD

CUTIBERSAMAHARIRAYAIDULFI

a) Diskusi dengan BDTl
b) Membuat draft sistem

distribusi penugasan
pendampingan

c) Pembuatan permohonan
Izin Akses Data Portal

d) Pemaparan draft kepada
Koordinator Bidang,
Coach, dan Mentor

e) Ujicoba dan review
Sistem Monitoring dan
Distribusi Penugasan

f) Diskusi dan konsultasi
dengan Mentor dan
Coach terkail fmalisasi
system

g) Diskusi dengan BDTl

h) Finalisasi sistem
monitoring dan
distribusi penugasan
pendampin.ean

H

i) Penyerahan Sistem
Monitoring dan
Distribusi Penugasan
Pendampingan kepada
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No
Kegiatan/

Tahapan Kegiatan
M El JUNK JiJ LI AGUSTUS s iPTEMBER

I II in IV I II ni IV I II III IV 11 in IV II 1 ITT IV

Koordinator Bidans

EKP

j) Membuat laporan
Evaluasi Aktualisasi
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A. KESIMPLILAN

Unit Kerja

Identifikasi Isu

Isu yang Diangkat

Gagasan

Pemecahan Isu

BAGIAN IV

PENUTUP

Pusat Penelitian Badan Keaiilian DPR RI

Menurut testimoni peneliti senior di Bidang Ekonomi dan

Kebijakan Publik tetjadi distribusi penugasan yang tidak merata

terkait pelaksanaan tugas pendampingan dewan seperti

Kunjungan Kerja, Pembahasan Rencana Undang-Undang, dan

penugasan lain terkait AKD. Hal tersebut mengakibatkan ada

sebagian peneliti mendapatkan tugas penugasan yang terlalu

banyak sedangkan peneliti lainnya tidak mendapatkan

kesempatan pendampingan. Kondisi tersebut berdampak tidak

optimalnya pelayanan kepada AKD. Dampak lebih lanjutnya

adalah sebagian peneliti akan kesulitan memenuhi angka kredit

karena beban tugas yang terlalu besar sehingga menghambat

kenaikan jabatan fungsional peneliti.

Belum meratanya distribusi penugasan peneliti di Bidang

Ekonomi dan Kebijakan Publik Pusat Penelitian BK DPR RI

untuk pendampingan AKD dalam rangka pelaksanaan tugas dan

fiingsi sebagai peneliti.

1. Diskusi dengan senior {problem listing)

2. Focus Group Discussion dengan koordinator bidangEKP

3. Wawancara mendalam dengan Kepala Pusat Penelitian

4. Diskusi dengan Bidang Data dan Teknologi Informasi

5. Membuat sistem distribusi penugasan tugas pendampingan

(manual/online)
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Kegiatan 1 adalah diskusi dengan peneliti di Bidang EKP yang diiaksanakan pada kuruii

waktu 24 Mei hingga 4 Juni 2018. Sebelum melaksanakan proses wawancara, penulis terlebih

dahulu membuat pedoman wawancaradengan arahan dari Mentor. Pedomanwawancara dibuat

untuk menjaganetralitasdankonsistensi pertanyaan (Akuntabilitas). Etika Piiblikditerapkan

ketika mendiskusikan hasil pedoman wawancara tersebut kepada Mentor sehingga Mentor

mengetahui terlebih dahulu dan dapat memberikan arahan dan masukan sebelum pedoman

diajukan kepada para peneliti senior. Hasil masukan dan diskusi dengan Mentor kemudian

dipersiapkan untuk ditanyakan kepada para senior dengan metode wawancara secara langsung

(bertatap muka). Hal tersebut menerapkan prinsip Etika Piiblik karena dengan bertemu

langsungakan lebih sopandalammenanyakan hal-hal yangbagi banyakpeneliti sifatnyacukup

sensitif (dalam hal ini terkait pendapat pribadi para peneliti tentang apakah pelaksanaan

penugasan oleh Koordinator Bidang sudah sesuai dengan harapan mereka).

Permohonan wawancara dilakukan secara sopan dengan memperhatikan Etika Publik

dan sebisa mungkin tidak mengganggu waktu keija (Anti Korupsi). Proses wawancara

dilakukan secara privat dengan durasi 15-20 menit per orang. Lokasi pelaksanaan adalah di

ruangan Bidang EKP dengan bantuan sarana perekam suara. Dari jumlah total peneliti EKP

sebanyak 26 orang terdapat 6 peneliti yang sedang cuti sehingga wawancara berhasil dilakukan

terhadap 18 orang peneliti, tidak termasuk Mentor dan Koordinator Bidang.

Selama pelaksanaan kegiatan I, tidak semua proses wawancara berhasil didokumentasikan

karena terdapat beberapa peneliti tidak bersedia diambil gambamya ataupun saat pelaksanaan

wawancara kondisi tidak memungkinkan untuk proses pengambilan foto sehingga penulis tetap

menghargai keputusan tersebut (Etika Publik). Setelah pelaksanaan kegiatan maka dibuat

Laporan Singkat dari kegiatan I dan dilaporkan kepada Mentor (Akuntabilitas). Laporan hasil

pelaksanaan kegiatan I terdapat pada Lampiran Laporan Singkat Kegiatan L

Kegiatan II adalah pelaksanaan diskusi terfokus atau Focus Group Discussion (FGD)

antara Koordinator Bidang dengan Mentor yang diiaksanakan pada tanggal 28 Juni 2018.

Kegiatan didahului dengan pembuatan undangan kepada Koordinator Bidang EKP. Undangan

yang dibuat ditandatangani oleh Kepala Pusat Penelitian selaku atasan langsung penulis

(Manajemen ASN). Undangan tersebut diserahkan kepada Koordinator Bidang dan arsipnya

disimpan sebagai bentuk pertanggungjawaban (Akuntabilitas), Sama halnya dengan kegiatan

sebelumnya, pada kegiatan II ini juga dibuat pedoman wawancara sebagai panduan melalukan

FGD dengan Koordinator Bidang serta hasilnya dituangkan dalam Laporan Singkat

(Akuntabilitas).
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Kegiatan II ini dilakukan untuk menginventaris permasalahan terkait penugasan

pendampingan dari sisi Koordinator Bidang selaku pihak yang mendistribusikan tugas

tersebut. Koordinator Bidang mendapatkan disposisi dari Kepala Pusat Penelitian untuk

memberikan nama-nama peneliti yang biaa dilugaskan untuk melakukan pendampingan.

Koordinator Bidang menekankan bahwa perlu secara cepat dan tepat menentukan peneliti agar

pendampingan beijalan dengan baik dan memberikan hasil yang maksimal (Komitmen Mutu,

Pelayanan Publik, Whole of Government)

Kegiatan III dilaksanakan setelah libur Hari Raya Idul Fitri, yaitu pada tanggal 10 Juli

2018. Pelaksanaan kegiatan ketiga adalah melakukan wawancara mendalam dengan Kepala

Pusat Penelitian untuk menyampaikan hal-hal yang sudah didapatkan dari Kegiatan I dan II

sebelumnya, Pelaksanaan wawancara mendalam menggunakan pedoman wawancara sesuai

yang terdapat pada Lampiran Laporan Singkat Kegiatan III. Hal tersebut bertujuan untuk

menjamin terpenuhinya semua aspek kebutuhan pembuatan sistem monitoring dan distribusi

penugasan pendampingan AKD-Setjen BKDPRRI. (Akuntabilitas, Komitmen Mutu).

Berdasarkan hasil diskusi dengan peneliti dan Koordinator Bidang, maka berhasil

dihimpun4 hal yang melatarbelakangi tidak meratanya penugasan pendampingan AKD-Setjen

BK DPR RI di Bidang EKP, yaitu:

]. Waktu: Durasi waktu untuk menentukan peneliti semenjak diterimanya surat permohonan

pendampingan sangat terbatas. Bahkan umumya waktu penentuan hanya satu hari sehingga

menyulitkan Koordinator Bidang ketika tidak tersedia suatu database untuk keseuaian

kepakaran, pengalaman penelitian, dan beban keija masing-masing peneliti.

2. Kepakaran: Kepakaran yang ada di EKP masih banyak yang terlalu umum. Dari total 26

orang peneliti EKP, 18 Orang memiliki kepakaran Kebijakan Ekonomi. Kepakaran yang

terlalu umum tersebut menyebabkan Koordinator Bidang kesulitan untuk menentukan

peneliti ketika RUU yang akan dibahas/disusun sifatnya spesifik, seperti tentang Energi

Terbarukan, Musik, Minyak Bumi-Gas Alam, dan sebagainya.

3. Standar Prosedur Operasional; Hingga saat ini belum ada standar prosedur operasional

dalam menentukan pemilihan peneliti dalam melakukan pendampingan kepada AKD.

4. Sistem Monitoring: Belum adanya sistem monitoring menjadi kesulitan tersendiri ketika

ingin memantau pelaksanaan pendampingan dan melihat distribusinya di antara para

peneliti bidang EKP.

Solusi yang biasanya dilakukan adalah menugaskan peneliti yang ada di kantor/ ruangan

pada saat perintah penugasan tersebut diterima oleh Koordinator Bidang. Selain itu,

Koordinator Bidang umumnya melihat riwayat penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti,
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dan yang paling penting adalah kesediaan peneliti untuk ditugaskan. Pada umumnya tidak
semua peneliti bersediamenerima penugasan karena tidak terinformasikan dengan baiktentang

txigas tersebut dan tidak mengetahui distribusi penugasan pada peneliti yang lain.

Berdasarkan keempat isu di atas, kemudian Kepala Pusat Penelitian meminta untuk dibuat

label yang berisikan variabel-variabei yang digunakan oleh Koordinator Bidang sebagai bahan
pertimbangan dalam menentukan peneliti untuk melakukan pendampingan (Tabel 3), yaitu;
1. Nama dan Jabatan Peneliti.

2. Latar belakang Pendidikan Peneliti: Latar belakang Pendidikan peneliti bisa dilihat pada

menu "Riwayat Pendidikan" yang mencantumkan Pendidikan SI hingga S2/S3 termasuk

jurusan yang diambil oleh peneliti. Menggunakan data tersebut maka Koordinator Bidang

dapat melihat peneliti yang memiliki latar belakang Pendidikan yang sesuai atau masih
terkait dengan topik penugasan.

3. Kepakaran; Kepakaran yang digunakan sesuai dengan Peraturan Kepala Lembaga Ilmu
Pengetahuan Indonesia (Perka LIPI) No.l Tahun 2016 tentang Pedoman Pemilihan

Kepakaran Peneliti. Kepakaran digunakan untuk melihat bidang keahlian masing-masing

peneliti.

4. Penelitian dan Penugasan di Tahun 2017; Variabel tersebut memberikan informasi judul

atau topik penelitian yang dilakukan oleh Peneliti, dan juga riwayat penugasan

pendampingan legislasi di tahun 2017. Riwayat penelitian memberikan kemudahan bagi

Koordinator Bidang untuk menentukan peneliti yang memiliki pengalaman sesuai dan atau

terkait dengan topik dalam tugas pendampingan di tahun berjalan. Riwayat penugasan

pendampingan yang digunakan adalah khusus yang bersifat legislasi. Ketika seorang

peneliti mendapatkan tugas pendampingan legislasi (penyusunan/pembahasan RUU) yang

sifatnya belum selesai dan masih aktif, maka tugas tersebut akan diteruskan ke tahun

berikutnya.

5. Penelitian dan Penugasan di Tahun 2018. Databerisi variabel:

a. Penelitian: data berisi judul penelitian, baik individu maupun kelompok dilengkapi

dengan lokasi penelitian.

b. Pendampingan Legislasi: data berisi topik RUU, status aktif/tidak aktif. dan tahun

usulan. Data yang termasuk dalam kolom ini termasuk tugas pendampingan RUU dari

tahun sebelumnya yang masik aktif (belum selesai dan masih dalam tahap pembahasan

atau penyusunan).

c. Pendampingan Pengawasan: Yang termasuk dalam penugasan ini adalah kegiatan

kunjungan keija, baik spesifik maupun umum, di luar kunjungan keija yang terkait
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RUU. Data yang dimasukkan adalah judul kegiatan, tanggal dan atau bulan, pemberi
tugas, dan lokasi penugasan.

d. Penugasan di Setjen BK DPR RJ: Penugasan di Setjen dan atau BK DPR R1 umumnya
nierupakan kegiatan yang bersifat tahunan berdasarkan Surat Keputusan Sekxetans
Jenderal atau Kepala Badan DPR RI,

Kepala Pusat Penelitian juga meminta agar tabel tersebut bisa diintegrasikan ke dalam
website Pusat Penelitian sehingga bisa membantu Kepala Pusat penelitian dalam memantau
pelaksanaan penugasan para peneliti, baik tugas pokok maupun pendampmgan. Harapan dan
dibuatnya tabel tersebut adalah untuk memudahkan proses monitoring pelaksanaan
pendampingan (Akuntabilitas, Manajemen ASN).

Permintaan Kepala Pusat Penelitian dan hasil tabel tersebut kemudian diteruskan untuk
dibahas dengan Bagian Data dan Teknologi Informasi (BDTI) dalam Kegiatan IV. Kegiatan
ini didahului dengan membuat Surat Permohonan untuk diskusi yang ditandatangani oleh
Kepala Pusat Penelitian (Akuntabilitas, Whole of Government). Proses diskusi dan
wawancara juga dilaksanakan menggunakan pedoman wawancara yang dibuat atas persetujuan
mentor. Adapun basil dari wawancara dan diskusi terdapat pada Lampiran Laporan Singkat
Kegiatan IV.

Proses diskusi pada tahap Kegiatan IV semula direncanakan satu kali. Namun karena
proses pembahasan pembuatan sistem tidak bisa selesai dalam satu kali pertemuan maka
dilakukan diskusi lanjutan sehingga total pelaksanaan diskusi pada Kegiatan IV menjadi dua
kali. Kegiatan IV ini juga menghasilkan tabel baru yang merupakan penyesuaian atas Tabel 3
yang sebelumya sudah dibuat (Tabel 4). Penyesuaian dilakukan untuk menyederhanakan tabel
sehingga lebih mudah untuk diterapkan pada portal database. Hasil diskusi menyimpulkan
bahwamemungkinkan untuk dibuat suatu sistem yang mengintegrasikan database para peneliti
yang berisi biodata serta riwayat pekegaan dengan website Pusat Penelitian. Oleh karena itu
kegiatan dilanjutkan ke kegiatan V.

Kegiatan V adalah membuat sistem berdasarkan hasil diskusi dengan BDTI dengan
menggunakan variabel-variabel yang ada pada tabel 4 tersebut (Akuntabilitas). Tahap
kegiatan awal didahului dengan melakukan kembali diskusi mendalam dengan BDTI yangjuga
menyandingkan kembali data pada Tabel Data dengan database peneliti yang ada pada Portal
DPR RI untuk memastikan bahwa proses integrasi dapat dilakukan dengan baik (Komitmen
Mutu, Akuntabilitas). Database yang sudah dipersiapkan oleh BDTI kemudian harus diisi
oleh penulis. Namun mengingat penulis bukanlah petugas admin dari Portal DPR~RI untuk itu
diperiukan Surat Permohonan Izin Akses terhadap database tersebut guna memastikan tidak
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terjadi kesalahan prosedur dalam menggunakan database (Akuntabilitas, Manajenien ASN,

Whole of Government).

Pengisian database perlu dilakukan kembali karena masih banyak dalafield pada database

yang temyata belum terisi. Proses tersebut memakan vvaktu lama dan tidak dapat seluruhnya

terisi. Hal tersebut terjadi karena pada saat pelaksanaan banyak peneliti yang sedang dalam

penugasan penelitian dan survey sehingga tidak dapat dimintai data dan keterangannya. Namun

demikian proses integrasi tetap dapat dilaksanakan sehingga data terkait peneliti dapat diakses

secara bebas melalui website Pusat Penelitian. Proses dan hasil kegiatan ini dijelaskan dalam

Lampiran Laporan Singkat Kegiatan 5.1

Hasil integrasi kemudian dipaparkan kepada Kepala Pusat Penelitian, Koordinator Bidang

EKP, Mentor, Coach, dan rekan CPNS Calon Peneliti sebagai bentuk laporan dan permohonan

untuk mendapat arahan dan masukan atas sistem tersebut (Akuntabilitas, Komitmen Mutii).

Berdasarkan hasil peraaparan draft Sistem Monitoring dan Distribusi Penugasan

Pendampingan kepada pihak terkait, ternyata masih didapatkan beberapa hal yang perlu

diperbaiki. Terutamanya adalah masih belum tersedianya suatu rekapitulasi yang dapat

berfungsi sebagai waming system kedka seorang peneliti sudah terbebani penugasan

pendampingan yang lebih banyak dibandingkan peneliti lainya. Hal ini dijelaskan dalam

Lampiran Laporan Singkat Kegiatan 5.2

Data para peneliti yang terdapat pada Tabel 4 kemudian dibuat rekapitulasinya (Tabel 5).

Rekapitulasi memuat ringkasan data terkait tugas pendampingan selama tahun berjalan untuk

masing-masing peneliti. Data yang direkapitulasi yaitu:

a. Jumlah tugas pendampingan iegislasi yang masih aktif hingga tahun 2018.

b. Jumlah tugas pendampingan pengawasan yang dilaksanakan di tahun 2018

c. Jumlah tugas pendampingan di Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI selama

tahun 2018.

d. Kolom keterangan yang diisi dengan status "Merah" atau "Hijau". Status Merah diterapkan

jika peneliti sudah menerima 2 tugas pendampingan Iegislasi, 3 kali tugas pendampingan

pengawasan, dan 4 tugas di Setjen dan BK DPR RI. Jika seorang peneliti belum memenuhi

kondisi tersebut, maka statusnya adalah Hijau

Tabel rekapitulasi (Tabel 5) yang sudah dibuat kemudian diajukan kembali kepada BDTI

untuk dapat diterapkan pada sistem yang sudah dibuat Kegiatan diteruskan dengan fmalisasi

sistem. Sistem yang sudah dibuat kemudian disampaikan kembali kepada Koordinator Bidang

dan Coach untuk mendapatkan persetujuan. Sesuai dengan yang disampaikan oleh Kepala

Pusat Penelitian, diharapkan kedepannya sistem tersebut bisa digunakan untuk seluruh peneliti
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di Pusat Penelitian (Akuntabilitas, Koniitmen Mutu, Pelayanan Publik, Whole of
Goveriienient).

B. SARAN

a. Untuk Penyelenggara Pelatihan

Penyelenggaraan pelatihan klasika! yang dilaksanakan oleh Pusat Pendidikan dan Latihan
Sekretariat Jenderal DPR-RI sudah berjalan dengan baik. Peserta mendapatkan fasilitas belajar
dan mengajar yang sangat memadai. Jadwal yang dibuat cukup padat namun mudah untuk
diikuti. Saran yang dapat diberikan untuk meningkatkan penyelenggaraan pelatihan dasar
CPNS di masa mendatang adalah: Diseminasi informasi terkait penyelenggaraan pelatihan
perlu dilakukan secara lebih komprehensif sehingga tidak teijadi perbedaan informasi baik
antara penyelenggara dengan peserta, maupun antar pelaksana/penyelenggara.

b. Untuk Instansi/Unit Kerja Peserta

Terkait isu distribusi dan monitoring penugasan pendampingan AKD-Setjen BK DPRRI,
terdapat beberapa saran yang bisa diberikan bagi Kepala Pusat Penelitian, yaitu;
1. Menunjuk dan mempersiapkan pegawai yang akan ditugaskan sebagai admin untuk

memperbaharui database sistem monitoring dan distribusi penugasan pendampingan
AKD-Setjen BK DPR RI secara berkala.

2. Membuat SOPterkait penugasan pendampingan AKD-Setjen BK DPR RI.
3. Memperbanyak pelatihan teknis bagi para peneliti dan diskusi dengan para ahli untuk

mengatasi kepakaran yang masih terlalu umum.

4. Mempersiapkan perekrutan calon peneliti baru dengan kepakaran yang semakin
beragam untuk mengakomodasi kebutuhan pendampingan legislasi dengan topik yang
spesifik.
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LAMPIRAN
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LEMBAR MONITORING
AKTUALISASI

COACHING DAN MENTORING
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Biikti Pengendalian Pembelajaran Aktualisasi oleh Coach

Nama Peserta Masyithah Aulia Adhiem

NIP 198306032018012002

Unit Kerja Pusat Penelitian

Jabatan Calon Peneliti Pertama

Isu

Belum meratanya distribusi penugasan peneliti di Bidang Ekonomi

dan Kebijakan Publik Pusat Penelitian BK DPR RI untuk

pendampingan AKD dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi

sebagai peneliti

1) Kegiatan 1 ; Diskusi dengan senior di Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik Pusat

Penelitian Badan Keahlian DPR RI {Problem listing)

Penyelesaian Kegiatan Catalan Coaching Waktu dan Media

Coaching

Taliapan Kegiatan

ht la^
^

Output Kegiataji Terhadap

Pemecahan Isu

Keterkaitan Substaiisi Mata

Pelatihan hue>Ui

ini -

3 , /-

Kontribusi terhadap Tusi

orgaiiisasi

Pto^Cut '

Penguatan Nilai Organisasi

j



2) Kegiatan 2 : FGD dengan Koordinator Bidang EKP

Penyelesaian Kegiatan

Tahapan Kegiatan

Output Kegiatan Teriiadap

Pemecahan Isu

Keterkaitan Substaiisi Mata

Pelatihan

Kontribusi terhadap Tusi

organisasi

Penguatan Nilai Organisasi

Catalan Coachins

\yi

hrbf'l^

Waktu dan Media

Coaching

r



3) Kegiatan 3: Wawancara mendalam dengan KepalaPusat Penelitian

Penyelesaiaii Kegiatan

Tahapaii Kegiatan

Output Kegiatan Terhadap

Pemecalian Isu

Keterkaitan Substansi Mata

Pelatihan

Kontribusi teriiadap Tusi

organisasi

Penguatan Nilai Organisasi

Catalan Coaching

K.

^]A^CieJZ

Waktu dan Media

Coaching

7"
LAj-^a^^ /V1"V P~irU^

7><^



4) Kegiatan 4: Wawancara dengan BDTI

Penyelesaian Kegiatan

Taliapan Kegiatan

Ou^iit Kegiatan Terhadap

Pemecahan Isu

Keterkaitan Substansi Mata

Pelatihan

Kontribusi terhadap Tusi

organisasi

Penguatan Nilai Organisasi

Catalan Coaching
Waktu dan Media

Coachino

r



5) Kegiatan 5: Pembuatan Sistem Monitoring dan Distribusi Penugasan Pendainpingan

Penyelesaian Kegiatan

Tahapaii Kegiataii

Output Kegiatan Terhadap

Pemecahan Isu

Keterkaitaii Substansi Mata

Pelatilian

Kontribusi terhadap Tusi

organisasi

Penguatan Nilai Organisasi

Catatan Coaching

Oi (

^7^ IpV &

Waktu dan Media

Coaching



Bukti Pengeiidalian Pembelajaran Aktualisasi oleh Mentor

Nama Peserta Masyithah Aulia Adhiem

NIP 198306032018012002

Unit Kerja Pusat Penelitian

Jabatan Calon Peneliti Pertama

Isu

Belum meratanya distribusi penugasan peneliti di Bidang Ekonomi

dan Kebijakan Publik Pusat Penelitian BK DPR RI untuk

pendampingan AKD dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi

sebagai peneliti

1) Kegiatan 1 ; Diskusi dengan senior di Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik Pusat

Penelitian Badan Keahlian DPR RI {Problem listing)

Penyelesaian Kegiatan Catatan Mentor
Paraf

Mentor

Taliapan Kegiatan

Output Kegiatan Terhadap

Pemecaliaii Isu TeblA

Keterkaitan Substansi Mata

Pelatihan

C^cv\^C>r

Kontribusi terhadap Tusi

organisasi
[xsctsjjOfA^

\ WfejUs/An'
^iS4:>icu cStaw

Penguatan Nilai Organisasi

hMi'l iAivuwT 9evvo
—



2) Kegiatan 2 : FGD dengan Koordinator Bidang EKP

Penyelesaian Kegiatan Catalan Mentor
Paraf

Mentor

Tahapaii Kegiatan
9 e-s,

«•
Output Kegiatan Terhadap

Pemecaliaii Isu \S'v»

jAtne^.9^
Keterkaitan Substansi Mata

Pelatihaii
^GkV \n3porrM\^"
yAi^

Kontribusi terhadap Tusi

organisasi
l-KWV 'ftSrP" lA^vuQ (uuxXUi^t^
IfoitchK/X '̂ \0-U^"u

^vurvc

c^e^VM

Penguatan Nilai Organisasi
lAzml, "^P ^UAocfftAtA (A<AHXO
|MiXlt^€M/aU^^ U^UcC
|?lP03jR^~evviliW'vV/(^



3) Kegiatan 3: Wawancara mendalam dengan Kepala Pusat Penelitian

Penyelesaian Kegiatan Catalan Mentor
Paraf

Mentor

Tahapaii Kegiatan

IajdU*.

Output Kegiatan Terhadap

Pemecahaii Isu

V J ^e<ui,c*HA«(A »AAA<mWi'
Keterkaitan Substansi Mata

Pelatihan

WX^*^ ^eVHWv
MArVrv; ,

" cV
V

Kontribusi terhadap Tusi

organisasi

Vl^"" / TC'l^
f

Penguatan Nilai Organisasi

t^e?u
^W.

- (Y
^vJLV/



4) Kegiatan 4: VVawancara dengan BDTI

Penyelesaian Kegiatan Catalan Mentor
Paraf

Mentor

Taliapan Kegiatan

e
Output Kegiatan Terhadap

Pemecahan Isu ^(X
Keterkaitan Substansi Mata

Pelatihan vmaK^

lAAVW [yS>o^

r\y

Kontribusi terhadap Tusi

organisasi

"' Q^)
Penguatan Nilai Organisasi

UAU _/Sliioa^



5) Kegiatan 5; Pembuatan Sistem Monitoring dan Distribusi Penugasan Pendampingan

Penyelesaian Kegiatan Catalan Mentor
Paraf

Mentor

Tahapaii Kegiatan

AjrtLOcr mL
Output Kegiatan Terhadap

Pemecaliaii Isu

0 '
Keterkaitaii Substansi Mata

Pelatihan

C^VfcM

Vm,v<W /

Kontribusi terhadap Tusi

organisasi
$\^V€-VA^

Ln2V0j>tA+0P ^

-veK.<-=^^ Tuo" ^tA
L !/•

Penguatan Nilai Organisasi

p:(iv~ 6r77i/u^fc/-r'
V 1 ^ ^ 0.



TABEL
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No.

1,

Kegiatan

Diskusi dengan
senior di Bidang
Ekonomi dan

Kebijakan Publik
Pusat Penelitian

Badan Keahiian

DPR RI {Prohiem

Tabel 2. Matrik Pelaksanaan Aktualisasi Pelatihan Dasar CPNS

Tahapan Kegiatan

a, Membuat pedoman
wawancara/diskusi

b, Mendiskusikan

pedoman
wawancara dengan
Mentor

c. Menghubungi para
senior untuk

memohon waktu

wawancara

d. Melakukan

wawancara dan

diskusi mendalam

dengan para senior
e. Membuat hasil

laporan diskusi dan
menyerahkannya
kepada Mentor

f, Diskusi hasil

wawancara dengan
Mentor dan Coach

Output/Hasil

Laporan testimoni
dari para senior
tentang belum

meratanya

distribusi

penugasan

pendampingan
AKD. Laporan
tersebut

memberikan

gambaran tentang
permasalahan
belum meratanya
distribusi

penugasan

pendampingan
AKD di lingkungan
Bidang EKP dari
sisi para peneliti
sebagai penerima
penugasan

28

Keterkaitan

Substansi/Mata

Pelatihan

Dalam membuat

pedoman
wawancara/diskusi saya
telah mengedepankan
nilai-nilai netralitas dan

konsisten sehingga tidak
teijadi bias.
(Akuntabilitas).
Permohonan untuk

melakukan wawancara

telah dilakukan dengan
sopan, santun, dan
sebisa mungkin tidak
menganggu waktu kerja
para senior (Etika
Publik, Anti Korupsi),
Hasil dari wawancara

dituangkan secarajujur
untuk kemudian

dilaporkan kepada
Mentor dan Coach

Kontribusi Terhadap
Visi Misi Organisasi

Dengan

mendapatkan
testimoni secara

menyeluruh dari
para peneliti EKP
maka telah

didapatkan data
yang cukup akurat.
Hal tersebut

diharapkan
memberikan

kontribusi terhadap
misi organisasi Pusat
Penelitian, yaitu:
Mengoptimalkan

dukungan keahiian
melalui kegiatan
penelitian yang
profesional, netral,
dan akuntabel; dan

Memberikan

dukungan keahiian

Penguatan Nilai
Organisasi

7

Dengan

mendapatkan
testimoni secara

jujur dari para
peneliti terkait
pelaksanaan
penugasan maka
nilai organisasi
Setjen dan BK
DPR RI akan

diperkuat, yaitu
nilai akuntabilitas

dan profesional



No.

2,

Keaiatan

FGD dengan
Koordinator

Bidanc

Tahapan Kegiatan

a. Konsultasi dengan
Mentor

b. Membuat

undangan teitulis
kepada
Koordinator

Bidang
c. Mengirimkan

Undangan kepada
Koordinator

Bidang melalui
Tata Usaha

d. FGD dengan
koordinator

bidang, coach, dan
mentor

e. Membuat hasil

laporan FGD dan
menyerahkan
kepada Mentor dan
Coach

Output/Hasil

(Laporan Singkat
Kegiatan 1)

Laporan FGD
dengan

Koordinator

Bidang Ekonomi
dan Kebijakan
Publik, Hasil

laporan

memberikan

gambaran tentang
bagaimana

mekanisme

memilih peneliti
EKP yang akan

ditugaskan untuk
pendampingan
AKD (Laporan

Singkat Kegiatan

2)

29

Keterkaitan

Substansi/Mata

Pelatihan

(Etika Pnblik,

Aknntabilitas)

Pembuatan undangan
dilakukan mengikuti
kaidah penulisan yang
sudah ada, dan disimpan

arsipnya secara baik

(Aknntabilitas) FGD
telah dilakukan dengan

mengesampingkan ego
sektoral dan

mengutamakan

kepentingan unit/Bidang
EKP dalam rangka

memberikan pelayanan
kepada AKD

(Aknntabilitas,

Komitmen Mutu,

Pelayanan Publik).
Hasil FGD dicatat dan

didokumentasikan

dengan baik, serta

dilaporkan kepada
Koordinator Bidang,

Kontribusi Terhadap
Visi Misi Organisasi

melalui kegiatan
pengkajian yang
profesional, netral.
dan akuntabel.

Pelaksanaan FGD

diharapkan
menghasilkan

rekomendasi yang
cukup akurat dan
memberikan

kontribusi terhadap
misi organisasi Pusat

Penelitian, yaitu:

Mengoptimalkan

dukungan keahlian
melalui kegiatan
penelitian yang
profesional, netral,
dan akuntabel; dan

Memberikan

dukungan keahlian
melalui kegiatan
pengkajian yang

Penguatan Nilai

Organisasi

Dengan
melaksanakan

FGD bersama

Koordinator

Bidang maka nilai
organisasi Setjen
dan BK DPR RI

akan diperkuat,
yaitu nilai

akuntabilitas,

profesional, dan

integritas.



No. Kegiatan

3. Wawancara

mendalam

dengan Kepala
Pusat Penelitian

Tahapan Kegiatan

f. Diskusi hasil

laporan dengan
Mentor dan Coach

a. Menyusun
pedoman
wawancara dengan
Kepala Pusat
Penelitian

b. Konsultasi dengan
Mentor terkait

pedoman
wawancara untuk

Kepala Pusat
Penelitian

c. Menghubungi
Kepala Pusat
Penelitian untuk

menyatakan
kebutuhan

wawancara

d. Pelaksanaan
wawancara

mendalam dengan
Kepala Pusat
Penelitian

e. Membuat laporan
hasil wawancara.

Output/Hasil

Laporan hasil
wawancara

mendalam dengan
Kepala Pusat
Penelitian,

Berdasarkan hasil

wawancara Kepala
Pusat Penelitian

didapatkan
gambaran
mengenai
efektivitas

penugasan yang

diharapkan dapat
dijalankan di
Bidang Ekonomi
dan Kebijakan
Publik, Wawancara

telah mendapatkan
persetujuan Kepala
Pusat Penelitian

30

Keterkaitan

Substansi/Mata

Pelatihan

Mentor, dan Coach.
(Akuntabilitas, Etika
Publik)

Penyusunan pedoman
wawancara didasarkan

dari hasil testimoni para
peneliti senior di bidang
EKP dan hasil FGD

dengan Koordinator
Bidang EKP untuk
menyelaraskan tujuan
dari pemerataan
distribusi penugasan
(Akuntabilitas,
Komitmen Mutu)
Proses wawancara telah

dilaksanakan

menggunakan etika dan
bahasa komunikasi yang
baik dan sopan, (Etika
Publik) Hasil
wawancara dicatat dan

dilaporkan sebagai
bentuk

pertanggungj awaban
kepada Kepala Pusat

Kontribusi Terhadap
Visi Misi Organisasi

profesional, netral,
dan akuntabel,

Pelaksanaan

wawancara dengan
Kepala Pusat
Penelitian

diharapkan
menghasilkan
rekomendasi yang
cukup akurat dan
memberikan

kontribusi terhadap
misi organisasi Pusat
Penelitian, yaitu:

Mengoptimalkan
dukungan keahlian
melalui kegiatan
penelitian yang
profesional, netral,
dan akuntabel; dan
Memberikan

dukungan keahlian
melalui kegiatan
pengkajian yang

Penguatan Nilai
Organisasi

Dengan
melaksanakan

wawancara

mendalam dengan
Kepala Pusat
Penelitian maka

nilai organisasi
Setjen dan BK
DPR RI akan

diperkuat, yaitu
nilai

akuntabilitas,

profesional, dan
integritas.



No. KeQ;iatan

4, Wawancara

dengan BDTI
(Bidang Data dan
Teknologi
Informasi)

Tahapan Kegiatan

menyerahkannya
kepada Mentor dan
Coach

f. Diskusi hasil

wawancara dengan
Mentor dan Coach

a. Memetakan

kebutuhan si stem

online untuk

distribusi

penugasan

pendampingan
b. Diskusi dan

konsultasi dengan
Mentor terkait

kebutuhan sistem

online distribusi

penugasan

pendampingan
c. Membuat surat

permohonan
wawancara kepada
BDTI

d. Mengirimkan surat
permohonan
wawancara dengan
BDTI melalui Tata

Usaha

Output/Hasil

(Laporan Singkat
Kegiatan 3)

Laporan hasil
wawancara dengan
BDTI untuk

menentukan

menggunakan
sistem monitoring
online. Berdasarkan

hasil wawancara

dapat disimpulkan
bahwa sistem

monitoring dan

distribusi dapat
dibuat online untuk

kemudahan akses

(Laporan Singkat
Kegiatan 4)

31

Keterkaitan

Substansi/Mata

Pelatihan

Penelitian, Mentor, dan
Coach (Akuntabilitas,
Etika Publik)

Pemetaan kebutuhan

sistem distribusi

penugasan dilakukan
berdasarkan hasi!

testimoni para senior
peneliti di bidang EKP,
hasil FGD dengan
Koordinator Bidang
EKP, dan hasil

wawancara dengan
Kepala Pusat Penelitian
untuk memastikan

sistem yang dirancang
memenuhi kebutuhan-

kebutuhan yang sudah
terpetakan
(Akuntabilitas,
Komitmeo Miitu)
Sistem dinyatakan bisa
dibuat secara online

sehingga dilakukan

Kontribusi Terhadap
Visi Misi Organisasi

profesional, netral,
dan akuntabel.

Wawancara dengan
BDTI diharapkan
menghasilkan
rekomendasi yang
cukup akurat dan
memberikan

kontribusi terhadap
misi organisasi Pusat
Penelitian, yaitu:

Mengoptimalkan
dukungan keahlian
melalui kegiatan
penelitian yang
profesional, netral,
dan akuntabel; dan
Memberikan

dukungan keahlian
melalui kegiatan

pengkajian yang

Penguatan Nilai
Organisasi

Dengan
melaksanakan

Wawancara

dengan BDTI
maka nilai

organisasi Setjen
dan BK DPR RI

akan diperkuat,
yaitu nilai
akuntabilitas,

profesional, dan

integritas.



No. Kegiatan

5, Pembuatan

sistem

monitoring dan
distribusi

penugasan

pendampingan
AKD

Tahapan Kegiatan

e. Pelaksanaan
wawancara dengan
BDTI

f. Membuat laporan
hasil wawancara

dan menyerahkan
kepada Mentor dan
Coach

g. Diskusi hasil
wawancara dengan
Mentor

a. Diskusi dengan
BDTI

b. Membuat draft
sistem distribusi

penugasan

pendampingan
c. Membuat Surat

Permohonan Izin

Akses

d. Pengisian Database
e. Pemaparan draft

kepada
Koordinator

Bidang, Coach,
dan Mentor

(ujicoba dan
review)

Output/Hasil

Sistem distribusi

penugasan

pendampingan
online yang
diharapkan dapat
meningkatkan
efektivitas dan

efisiensi pelayanan
kepada AKD dan
juga memudahkan
para koordinator
bidang untuk
menentukan

peneliti yang

32

Keterkaitan

Substansi/Mata

Pelatihan

keijasama antara Pusat
Penelitian dengan BDTI
untuk memprogram dan
menjalankan sistem
tersebut (Whole of
Government),

Berdasarkan hasil

testimoni para peneliti
senior di bidang EKP,
FGD dengan
Koordinator Bidang,
wawancara mendalam

dengan Kepala Pusat
Penelitian, dan

wawancara dengan
BDTI maka telah

dirancang sistem
monitoring dan
distribusi penugasan
pendampingan
(Akuntabilitas). Sistem
yang dibuat

Kontribusi Terhadap
Visi Misi Omanisasi

profesional, netral,
dan akuntabel.

Pembuatan Sistem

Monitoring
diharapkan
menghasilkan
rekomendasi yang
cukup akurat dan
memberikan

kontribusi terhadap

misi organisasi Pusat
Penelitian, yaitu;

Mengoptimalkan
dukungan keahlian
melalui kegiatan
penelitian yang
profesional, netral,

Penguatan Nilai
Organisasi

Dengan
pembuatan sistem
monitoring dan
distribusi

penugasan

pendampingan
anggota dewan
maka nilai

organisasi Setjen
dan BK DPR RI

akan diperkuat,
yaitu nilai
akuntabilitas,

profesional, dan
integritas.



No. Kegiatan Tahapan Kegiatan

f. Diskusi dan

konsultasi dengan
Mentor dan Coach
terkait finalisasi

sistem

g, Diskusi dengan
BDTI

h, Finalisasi sistem

monitoring dan
distribusi

penugasan

pendampingan
i. Penyerahan Sistem

Monitoring dan
Distribusi

Penugasan
Pendampingan
kepada
Koordinator

Bidang EKP
j. Membuat laporan

Evaluasi

Aktualisasi

Output/Hasil

melakukan

pendampingan.
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Keterkaitan

Substansi/Mata

Pelatihan

memperhatikan faktor
efektivitas dan efisiensi

dalam pemerataan
penugasan

pendampingan AKD
sehingga coordinator
bidang dapat
menentukan peneliti
yang melakukan
pendampingan dengan
cepat dan tepat
(Komitmen Mutii,

Pelayanan Publik,
Manajemen ASN, dan

Whole of

Government). Selain

itu, dengan
terdistribusinya

penugasan maka
diharapkan semua
peneliti di Bidang EKP
memiliki kesempatan
yang sama untuk
melaksanakan tugas

(Anti Korupsi,
AUuntabilitas) dalam

Kontribusi Terhadap
Visi Misi Organisasi

dan akuntabel; dan

Memberikan

dukungan keahlian
melalui kegiatan
pengkajian yang
profesional, netral,
dan akuntabel; dan

Melakukan

pengembangan
kepakaran dan
kompetensi SDM
yang andal.

Penguatan Nilai
Organisasi



No. Kegiatan Tahapan Kegiatan Output/Hasil Keterkaitan

Substansi/Mata

Pelatihan

Kontribusi Terhadap
Visi Misi Organisasi

Penguatan Nilai
Organisasi

rangka pemenuhan

angka kredit peneliti
EKP, (Manajemen
ASN, Koniitnien

Mutu)

34
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Kdiijakni
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RUU Uiliiliiua

claiiAiiKktilDtl

Jillin

RUUTriiungan
Pounsliai
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RUU

Kfiuinjuiimn

PKNF.I.rriAN nAN PKNlir.ASAN TAlfilg

l-RNDAfctPINfiAN Ak-n
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Tiiju I keg<a(*n
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NO

MandslaHsrefa.S.E.,
M.SI.

Drs. Juli Psngllma Saragth.

M.M,

Pen«lit[ Jtsms

{KOOROINATO
RBIDANS EKP)

Achmad Sanl Alhutjin,

S.E..MA.

Penelili Madya

LATAR

BELAKANC

PENOIOIKAN

£kon smi

Publllc

Kebljikan

EksnomI

Kcb>|akan

pLiblik

AdmlnlArasi

Publlk

Kebijakan

Ekonomi

Ekonomi

Pe'dagangan

TftSEL -I. MONITORING OAN DISTRIBUSI PtNEllTI DALAM RANGKA PENUGASAN PENDAMPINGAN AKD-SETJEN BK DPS HI

PEWEimANDANPENUGASANTA 2017

BID.PENEimAN/

PEMIN&TAN

Kebljakandin

Detntralitasi Fiskal

KcbllakanEVonomi
Regional

Kabijakan

Pogclolaan SDA

Peran lembap

pcnbiayaandl

Indonesia

(Xelorapok)

Optrmalisaii

pengclolaan SOA

L/nluk

knejahieraan

dan

pembangunan

daerah

(kelamsok)

Peran Itmbaga

pcmbiayaan di

Indonesia

(Kel ompok)

Peran kepala

daerahdalam

mengurangi

ngkat

kemisklan dan

pen^ingguran

Individu)

Pemb<ii»sin/ T>huii

Per»nean|an RUU Uailan

RUU Ekonomi

Kreatlf (KOMISI X)

JUDUL

Dlfuptiva

Teclinology

Kebijikan
Pengcmbtnpn

Ekonomi

(Kelomssk)

Kcbijakan

pcmbangunan

Infrastruktur

ufltukpcmerataan

ekonomi

(Kalempok)

ImplementasI

Kebljakan

Pembing^jnan

Infrastfuktur

dslam Upaya

Pemerataan

<eM|ahterian

Ekonomi

(Kelompok)

(Cutll

Kebljakan Sttaiegis

Pcngembangan

Ekonomi Ketautan

(Xelompok)

Kebijakan InvtnasI

dan Perdaganpn

Era Otonomi

Oaerah

(Kelompok)

Strategi
ngkatkin

eksporproduk-
produk UMKMdl

Indonesia

{Individu)

Teplk/Judul

RUU^ermuslkan

RUU EnergI
Terbarukan

RUUEnergi

Terbarukan

RUUtintangKsperasi

RUUtentang

Peningaktan

PendapatanAfll
Oaeran

RUU Ekenomi Kreacif

(KOMISI X)

PENEUTIANOANPENUSASaNTAjgia

PENDAMPINGANAKD

Aktir/Tdk Tshun

Aktif

PEWGAWASAN/OIPLOMASIPARIEMEN

KeglXan Tanggal/ Pemberi LokasI

Bul*n Tugas

Tim

sajialinsi

danevaluasi

Reniira

Speilflk

(kunjunpn
l<« panr2)

Uedin

Sumul

SEKRHARIATJiNOERAL/ BK
DPRftI

Tim Sufvey Tingkat K«puaMn

PenggunaLayananSetien
dan BKDPRRI

Redaksrlnfo Srngkat

Tim Survey



NO NAMA iABATAN LATAR KEPAKARAN PENELfTIAN DAN PENUCASANTA 2017 PENELITIAN0ANPENU6ASANT&7018

BELAKAN6 PENELITUN PENOAMPINGAN PENEUTUN PENOAMPINCANAKD SEKRETARIATJENOERAL/SK
KNOIOIKAN Pembahaian/ Tahun LEGISLASI PENGAWASAN/OIPLOMASI PAftLEMEN DPR Rl

BIOANG eiD.PENELITIAN/

PEMINATAN

Perancangan RUU Uulan iUDUl lOKASI Toplk/Judul Aktlf/Tdk

Aktif

Tahun

Uulan

Keglatan Tanggal/
Bui an

Pembeil

Tugai
: lekasi

Arl Mjllsnta Ginting,S.E.,

M.S.E,

Penaliti Madya Kebijakan
Ekonomj

Pcran lembap
pcmblayaan di

Indonesia

(Kalompok)

RUU EVonomI

Kraatlf

Kebljakan investaj

dan Perdapnpn

dl Era OtenomI

Daerah

{Kelompok)

RUUEkonomi Kreatif Tim SJrvev, Tim Website

RUUKeuangan
Nepra (saiak
2012)

RUUPembangunan
Provlnsl Daerah

Kapulauan

RUU

Pembangunan
PrevlnilOatrah

Kapulauan

g Sahst Aditus Fandhit>»
Silalahl.S.T., Mba

PenclKfMadya Manajeman

Indust rl

Tim Pansu;

Pelindo

Oisructlve

Technology
Kebljakan
Pengembangan
Ekonoml

(KelompakI

RUU Lalulintas dan

Angkjian Jalan
TrmSun/ey, Redaksi Inslng

TimOtonoml

Khuius Papua

9 EdmlnRtvin i.S.Si ,

M.aat.

Pene^iti Madya Kab Italian

Ekonoml

Manaicmen SDA.

Kclenagakeriaan

Peran lembap

penblayaandi

indofiejia

(Kelompok)

HUUTabungtn

Pefumitian

RakYa([201S)

Strategi Kebl|akan

tnvestasi padaEn

OtonomlOasrah

dalam Mendukung

Sektor

Perdagangan

(K«lompok)

Prov.

Jawa

Bant,
Sulawesi

Selatan

Tk.ll Tjm

Kunjungan

KerjaKomlsi

VI Jateng-
Baiam

Tim Redaksi Jurnal Kajian

Pernbardayaan
Ekonoml

Masyarakat

dalim Konsep
Minapolitan

(Individj]

Strategi
Ivlerilngkatkan
Daya Salng

Industrl Retail

rndonasla

jlndividuj

Kota

Surabaya,

Kota

Yogvi

TimSu rvey Tingkat Xsp uassn

Pengguna LayananSetjen

dan BK DPRRI

Tim Survey Pcsepsi

Unyarakal terhadap Kineria
Ekonomi Indonetia Periode

Tahun 2014-3017

10 Nidya Wafa$ Sayektt, S.£.,

M.M.

PenelKi Mudl Kebiiakan
Ekoioml

Kebriatan SDM.
Keuanpn Syariah

KebljakanStrategis
Pengembangan

Ekonoml Kelautan

(Kelompok)

Tim Survey. Redaksi JEKP

11 Dewi Wuryandam, 5.T.,

M.M.

Penelitl Muda Kebi|akan
Ekonoml

Oisru ptive

Technology
KebljaVan

Pengembangan

Ekonomi

(Kelompok)

^UU Kewirausahaan

Naslonal

Harronlsas Redaksi JEKP



NO NAMA ;abatan lATAR

BELAKANG

PENDIDIKAN

KEPAKARAN PENELmAf DANPENU6ASANTA:t017 PENELITIANDANPFNIlfift^WTainm
fENELITIAN PENDAMPINSAN PENELITIAN PCNOAMPINGANAKD SEKBfTAHIATJENDEftAL/ BK

Pembahasan/

Perancangan RUU

Tahun

Uajlin

LfGISLASI PENCAWASAN/OIPLOMASIPARIEMEN DPRRI
BlO.PENaiTIAN/

PEMINATAK

JUDJl Lomsi ToplK/Judul Aktl(/Tdk

AktK

Tahun

Usulan

Keglatw T»n|g«I/
Bulan

Ptmberl loknl

YunI Sudarwati, S.(p.,

M.SI.

Pen«|j(j Mudft Man ijemcn

InduSCl

Opumallsasi

pengelolaan SOA

un(uk

1<es«jahteraan

dan

pembangunan
daerah

(kelompok)

(CutI)

ArieSY Tfi Wsuleny, 5.SI.,

M.E.

Peneliti Muds Kebljakan
Ekonornl

ICjtl)

Eka Budiysnti, S Si , M.S E ^eneliti Muds Kabljikan

Ekonaml

Peran paket

kebljakan

ekonomi

terhadap

pcningkatan
inveAasi pada

UUKM

berorlentasi

ekspor.Studidl

ProvJatimdan

Kepri Ikelempak]

RUUPerdapngan
Komod itas

Berjangka

Kebljakan

pembangunan

Infrastruktur

untuk pemerataan

ekonomi

(Kelompokl

RUULLAJ Bktif 2018 Tim 5ur»«y PersepsI

Matvarakat terhadap Klnerja
Ekonomi Indonesia Tal\un

2014-2017

ftUUPeternakan
TlmRedaksiJEKP

RUULIAJ

15 Dewl Restu Mangeswuri,

S E.. M.S..

PenslltiMjda Kebljakan

EkonemI

EkonomI

akuntanasi,

perbankan,

Kebljakan Puelik

Kebljakan dan

Sirateji
Penjembangan
Kewlrausahaan

dalam

Menghadapl
Persaingan Bebas

RUJtlgLjrangan

Praktik Monopoli

dan Persainpn
UsahaTldak Seh at

(Penyusunan,
Kamisi VI)

masll>aktif Teknologi

Oisrupl if:

Tantangandan
Peikiangdalam

Mendorong

Kewirajsatiaan

Xota

Sandung.

Jawa

Baratdan

Kota

Denpasar

Penyuiunan dan

Pembahasan RUU

tentanglarangan
Praktik Monopoli dan

Pertalnpn Usaha
TIdakSeh at

IIPMPUTS)

akiit Tim

Kjnjungan
KeriaSpmhk

dalam rangka
KensI kan

Harp Beras

IKomUIVI)
Januarl

Jinuari VI TimSurveyPersepsi

Masya'akat terhadap Kinerja
EkonomI Indonesia Tahun

201«-2017

KUNKEft dalam

rangkaRuU
LPMPUTSke

SULSEL 0kt20l7

Penyusunan dan

Pembahian RUU

ten tang

Kewlrausih tan

National

aktif Tim Redaksi Jurnal Ekanomi

dan Kebljakan Publik

Tim Kunjungan

Kerja Spesifik

dalam ran

Keiersediaan

Sembaka

Menjelang
Ramadhan dl

Prov. Aceh

(KomisiVI.April)

Tim Website Pusat

Penelillan

16 PenelitiMud* Kebilakin

Ekanomi

(CutI)

Achmad Wirabriti, S T.,

M.M

Pen elitf Muda K«biiaiapi

EkonemI

Opt imalisasi
pengelolaan SOA

untuk

kestjahteraan

dan

pembangun an
daeah

Ikeiempok)

RUUJalan (sejak
1010)

Kebljakan

lembangunan
nfrajlfuktur

jniuk pemerataan

ekonomI

Kelompok)

lUU Jalan (sejak

2010)
aktir 2010 KunkerReses KomiSiVI PapLa

Barat

30Ji.lh

i

agustu

S2018)

rim Survey Persepsi

Maiyarakat terhadap Xinena
'konomi Indonesia Tahun

2014-2017



NO NAMA MBATAN LATAR KEPAK&nAM PENELmAN OAN PENUGASANTA 2017 PENELmAN DAN PENUGASANTA201S
DELAKANG PENELtTIAN PtNDAMPINSAN PENELITIAN PENOAMPINGANAKD SEKRrARIATJENDERAl/ BK

PENOiDIKAN Pembahuan/ Tahun UGISLASI PENGAWASAN/OIPIOMASIPARLEMEN DPRRI

BIDANG BIO.PENEtiriAN/

PEMINATAN

Perancangan RUU Uulan fUDUL lOKASI Toplk/Judul Aktlf/Tdk
AktIf

Tahun

Uailan

Keglatan Tanggal/
Bui an

Pemberl

Tugas

lokasl

Kunkftf dalam

rangkaRUUJAlAN

T«rnate27 Feb-3

Maret; Kupan j 6-

lOFab

T»m ln*p Singkal

Xunkerdal»m

rangkaflUU

Perlkanan

Palu 19-21 Frt;
Bangk>lS-27

Maret: lampungS
10 Maret

Tim WebSite

RUU Penkanan RUJ Penkanan Penyusuna
n

2016

RUU Arsltcktur felesai

18 SonyHcndn Permint,
S.E., M.S.E.

Penelltl Mjda Kebljikin
Ekoneml

P<rinlembagi
pembityain di

Indonesia

(Kelompok)

Kebljakan Investail
dsn Perdaganpn

dIEra OtonomI

Daerah

(Kelompok)

Tim SufveyPersepji
Masyirakat tertiadip Mnerjs
Ekoneml IndonejIaTahjn

2014-2017

Tim Redakst JEKP

19 Rafil<aSarl,S.E., M.S.E. Penelltl Muds Kebijikan

EkonomI

K«uangan daerah.

kebi|3kan eknnomi

Ftr^n paket

Vebijakan

ekonomi

tcrhadas

senlngkitan

invcnasi p»da

UMKM

berorlentasi

ekspor.Studldi

ProvJatlmdan

KeprI (kelompokl

ftUUPartaiPolllik

(harmonisasl di

Baleg]

sdh lelcjai Kebijakan

pembangjnan

Infrastruktuf

untuk pemerataan

ekonomi

(Kelompok)

RJUPembangunan
DaerahTertlngpl

RUU

Pembangjnan

Daerah Tertinggsl

(Penyusunan

Baleg)

idh telesal RJU tentang
Perubahan alasUU

NomorlSTahwn

2003 tentangBUMN

Harmonlsa

ji

RUUIentang
Petubahanatas

UUNofflorl9

Tihun2003

tentangBUMN

(Penvusunjn,
Komisl VI)dan

201S

misih aktif

KUNKERdslam

rangka (tUU
LPMPUTSke

SJLSEL OVt2017

RUUKgljrangan

PraktlkMonopoll

danPersaiflgan

Ustha TjdakS«hat

(Penyutu/ian,

Komiii VI)

nisih aktIf



NO WMA JAB&TAN nPAXARAN PENEimAN DAN PENUGASANTA :!017 PENELITIANOANPENUGA SANTA 2018

BELAKANS PENaiTIAN PEKIAMPINGAN PENniTIAN PENOAMPINGANAKD SEKRITARUTJENDERAL/BK

PENDtDIK&N PetnbihMn/ Tthun lEGISEASI PENGAWASAN/DIPLOMASI PARiEMEN OPRRI

BIDANG BID. PtNEimAN/

PEMIH&TAN

Perancmgtn RUU Usulan JUOUL lOKASI Toplk/Judul AWIf/Tdk

Aktlf

Tihun

Uwlan

Keglitan Tsnggal/
Bui an

Pemberl

Tugai
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Nama Peserta

Instansi

Jabatan

Tempat Aktualisasi

Formulir 9 : Pernilaian Deskriptif
Pelaksanaan Aktualisasi dari

Pembimbing (Coach/ Mentor)

PENJELASAK KEMAMPUAN PESERTA

DALAM MELAKSANAKAN AKTUALISASI

Masyithah Aulia Adhiem, M.E.

Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI

Calon Peneliti Pertama

Pusat Penelitian

(unit tempat melaksanakan aktualisasi)

Saya menilai peserta Pelatihan Calon PNS Golongan III tersebut;

Sangat Mampu/ Mampu/ Kurang Mampu/ Tidak Mampu*

Melaksanakan aktualisasi substansi mata Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan III
dalam menyelesaikan isu yang telah ditetapkan, dengan penjelasan sebagai berikut:

Jakarta, 27 September 2018

Achmad Sani Alhusain, S.E., M.A

'Coret yaiig tidak periu



TABEL 5. MONITORING TUGAS PENDAMPINGAN

BIDANG EKONOMI DAN KEBIJAKAN PUBLIK

TAHUN ANGGARAN BERJALAN 2018

NO IMAMA LEGISLASI PENGAWASAN SETJEN/BK DPR Rl KETERANGAN

1 Mandala Harefa, S.E., M.Si. 0 2 HIJAU
2 Drs. Juli Panglima Saragih. M.M. 2 3 2 MERAH

3 Hariyadi, S.IP., MPP 2 0 1 MERAH

4 Suhartono, S.IP., M.P.P. CUT!
5 Achmad Sani Alhusain, S.E., M.A. 3 0 4 MERAH

6 Rasbin, S.Tp., M.S.E. 1 1 1 HIJAU

7 Ari fVIulianta Ginting, S.E., M.S.E. 2 0 2 MERAH

S Sahat Aditua Fandhitya Silalahi, S.T,, Mba 1 2 1 HIJAU

9 Edmira Rivani, S.Si,, M.Stat. 2 1 3 MERAH

10 Nidya Waras Sayekti, S.E., M.M. 0 0 2 HIJAU
11 Dewi Wuryandani, S.T., M.M. 1 0 3 HIJAU
12 Yuni Sudarwati, S.lp., M.Si, CUTI

13 AriesyTri Mauleny, S.Si., M.E, CUTI

14 Eka Budiyanti, S.Si., M.S.E. 1 0 2 HIJAU
15 Dewi Restu Mangeswuri, S.E., M.Si. 2 1 3 MERAH
16 Izzaty, S.T., M.E. HIJAU
17 Achmad Wirabrata, ST., M.M 2 1 3 MERAH
18 Sony Hendra Permana, S.E., M.S.E. 0 1 2 HIJAU
19 Rafika Sari, S.E., M.S.E. 2 0 0 MERAH
20 Niken Paramita Purwanto, S.E., M.Ak. 0 0 1 HIJAU
21 Lukman Adam, S.Pi., M.Si. HIJAU
22 Hilma Meilani, S.T., MBA. 1 0 1 HIJAU
23 Lisnawati, S.Si., M.S.E. 2 2 1 MERAH
24 T. Ada Surya, S.T., iVI.M, 0 0 2 HIJAU
25 Iwan Hermawan, S.P., M.Si. CUTI
26 Venti Eka Satya, S.E., M.Si., Ak. 0 0 2 HIJAU
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Gambar 3. Data Peneliti pada Website Pusat Penelitian
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SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLFK INDONESIA

JLN JENDERAL GATOTSUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 432/ 5715 925, WEBSITE: www.dpr.go.id

LAPORAN SINGKAT

Kegiatan : Diskusi dengan senior di BidangEKP Pusat Penelitian Badan
Keahlian DPR RI {Problem Listing)

Waktu Pelaksanaan 24 Mei- 4 Juni201S

Tahapan Kegiatan ]. Membuat pedoman wawancara/diskusi
2. Mendiskusikan pedoman wawancara dengan Mentor
3. Menghubungi para senior untuk memohon waktu

wawancara

4. Melakukan wawancara dan diskusi mendalam dengan para
senior

5. Membuat hasil laporan diskusi dan menyerahkannya
kepada Mentor

6. Diskusi hasil wawancara dengan Mentor dan Coach

Kegiatan didahului dengan membuat pedoman wawancara yang kemudian
didiskusikan dengan Mentor. Beberapa aspek yang ada di dalam draft pedoman wawancara
kemudian disempumakan dan dihasilkan Pedoman Wawancara yang terdiri dari 8 poin
pertanyaan yang akan berkembang seiring dengan berjalannya diskusi dengan senior. Hal-hal
yang harus diperhatikan saat wawancara adalah tentang apa saja beban keija peneliti dilihat
dari Sasaran Kinerja Pegawai, kemudian kepakaran masing-masing peneliti, dan kelompok
penelitian. Selain itu, salah satu poin yang menjadi penekanan dalam proses wawancara adalah
tentang penugasan pendampingan AlatKelengkapan Dewan (AKD). Berdasarkan hasil diskusi
dengan Mentor, terdapat 4 aspek penugasan pendampingan AKD yang bisa dijadikan variabel
pendistribusian penugasan nantinya, yaitu:
1. Pendampingan Legislasi;

a. Penyusunan RUU
b. Pembahasan RUU

2. Pendampingan Pengawasan:
a. Rapat Kerja dengan Mitra DPR RI
b. Kunjungan Keija Dalam Negeri
c. Kunjungan Kerja Luar Negeri

j. Pendampingan Peran Diplomasi: Berupa kunjungan keija yang berkeijasama dengan
Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP)

4. Pendampingan Unit Kerja Sekjen; Berupa pembuatan rencana keija Pusat Penelitian,
rencana anggaran Pusat Penelitian, dan pembuatan laporan yang unit kerja Pusat Penelitian.

Sebagai catatan, penugasan pendampingan yang akan dipetakan dari kalangan peneliti
bidang EKP adalah yang sifatnya permintaan resmi dari AKD. Berdasarkan hasil diskusi
dengan Mentor maka didapatkan hasil pedoman wawancara seperti pada Tabel 1.

Langkah berikutnya adalah memetakan jumlah peneliti di bidang Ekonomi dan
Kebijakan Publik (EKP) yang saat ini beijumlah 26 orang (Tabel 2). Terdapat 6peneliti yang
tidak aktifdi kantor dikarenakan cuti dan melanjutkan pendidikan sehinggatotal peneliti senior
yang bisa diwawancarai adalah 18 orang tidak tenmasuk Mentor dan Koordinator Bidang.



Proses wawancara dilakukan pada tanggai 28 Mei sampai dengan 4 Juni 2018 terhadap
18 orang peneliti yang pada saat jangka waktu wawancara sedang tidak melakukan kegiatan di
luar kantor.

Berdasarkan hasil wawancara, didapatkan berbagai penjelasan sebagai berikut;
1. Kepakaran yang palitig banyak di kalangan peneliti bidang EKP adalah Kebijakan

Ekonomi (18 orang), seperti yang dapat dilihat padaTabel 2.
2. Mayoritas peneliti di bidang EKP menjadi peneliti sejak tahun 2009.
3. Saat ini belum ada SOP khusus dalam menentukan peneliti yang akan melakukan

pendampingan AKD. Prosedur secara umum didahului dengan adanya permintaan secara
resmi dari AKD kepada KepalaPusat Penelitian, KepalaPusatPenelitian akan meneruskan
permintaan pendampingan kepada masing-masing Koordinator Bidang, termasuk bidang
EKP. Koordinator bidang EKP akan mendistribusikan permintaan tersebut kepada peneliti
secara personal untuk menanyakan kesediaan melaksanakan tugas.

4. Menurut para peneliti, pemilihan individu untuk melakukan penugasan tidak dilakukan
secara terbuka. Latar belakang pemilihan individu umumnya berdasarkan pengalaman
penelitian yang pernah dikerjakan, kepakaran, dan kesediaan saat diberikan tugas.

5. Sifat penugasan yang umumnya butuh cepat direspon sering terkendala saat para peneliti
sedang tidak ada di ruangan (sedang melakukan penelitian di luar kantor), sehingga pada
saat pendelegasian tugas akan diutamakan kepada peneliti yang saat itu ada di kantor.

6. Terjadi asimetri informasi di kalangan Peneliti bidang EKP terutama terkait penugasan
pendampingan. Informasi tentang permintaan pendampingan yang masuk tidak dapat
diketahui oleh semua peneliti. Selain itu, sesama peneliti juga tidak mengetahui informasi
terkait siapa-siapa saja yang terlibat dalam suatu tugas pendampingan.

7. Asimteri informasi menyebabkan tidak adanya transparansi dalam pendistribusian tugas
pendampingan. Sebagian peneliti merasa ada ketidakadilan dalam memilih individu untuk
melakukan pendampingan. Belum semua peneliti memiliki kesempatan melakukan tugas
pendampingan AKD.

8. Banyak peneliti menganggap saat ini masih belum ada pembatasan yangjelas terkait tugas
utama Peneliti di Badan Keahlian DPR RJ antara memberikan dukungan secara penuh
kepada AKD dengan melaksanakan kegiatan untukmemenuhi angkakredit sebagai syarat
dari LIPI untuk kenaikan pangkat peneliti.

9. Sebagian peneliti juga merasa tugas pendampingan AKD yangmerupakan tugas tambahan
akan mengurangi waktu peneliti untuk melakukan tugas utamanya sebagai peneliti seperti
yang tertuang dalam SKP. Hal tersebut juga menyebabkan tidak meratanya persebaran
penugasan pendampingan AKD di bidang EKP.

10. Belum adanya pembobotan pekerjaan menyebabkan pembagian tugas secara umum yang
dianggap tidak merata oleh sebagian peneliti bidang EKP.

11. Pendistribusian pendampingan juga terkendala belum spesifiknya kepakaran dari peneliti
di EKP. Baru peneliti-peneliti Madya yang memiliki kepakaran yang spesifik, sedangkan
peneliti Muda masih bersifat umum. Akibatnya ketika ada permintaan pendampingan RUU
yang spesifik, misalnya tentang Nuklir, Musik, dsb., menyebabkan kurang kuatnya
dukungan yang diberikan karena tidakada peneliti yang spesifik di hal tersebut.

12. Pemetaan terkait penugasan pendampingan para peneliti pemah dibuat namun tidak
terupdate sehingga tidak dapat digunakan kembali.

13. Status dan progres pelaksanaan tugas pendampingan, khususnya legislasi juga belum
terdata dengan baik sehingga Koordinator Bidang tidak bisa secara cepat mengetahui
informasi tersebut.



Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa sampai saat ini belum ada SOP
khusus untuk menentukan peneliti yang mclaksanakan tugas pcndampingan. Selain itu,
pemetaan penugasan peneliti bidang EKPjuga belum ada. Oleh karena itu dapat disimpulkan
bahwa perlu adanya suatu sumber informasi beaipapemetaan pekerjaan yangsedangdilakukan
oleh peneliti bidang EKP untuk memudahkan Koordinator bidang dalam menentukan individu
untuk melaksanakan pendampingan AKD. Pemetaan tersebut juga diharapkan menjadi sarana
menghilangkan asimetri informasi di kalangan peneliti bidang EKP terkait pelaksanaan tugas
pendampingan.

Kegiatan berikutnya adalah menulis laporan hasil wawancara dan melakukan diskusi
penjajakan awal dengan salah satu staf Bidang Data dan Teknologi Informasi (BDTI) untuk
mendapatkan gambaran mengenai informasi apa yang dibutuhkan untuk membuat sistem
pemetaan dan distribusi tugas pendampingan AKD dan melihat feasibiltas program yang akan
dibuat. Berdasarkan hasil diskusi tersebut didapatkan informasi tambahan yaitu:
1. Variabel-variabel yang akan digunakan harus sudah ditentukan sehingga memudahkan

untuk membuat model sistemnya.
2. Sistem bisa menggunakan sistem portal yang sudah terbangun di ekosistemIT lingkungan

DPR RI sehingga tidak perlu membuat dari nol lagi.
3. Sistem yang akandibuatakan dipasangkanpadaweb PusatPenelitiansehinggabisa diakses

oleh seluruh masyarakat dan peneliti, khususnya peneliti bidang EKP.
4. Dibutuhkan operator untuk menjalankan sistem tersebut, dan sebaiknya operator atau

admin adalah Koordinator Bidang dan penulis.

Setelah pelaksanaan kegiatan pertama maka akan dilakukan kegitan kedua, yaitu FGD
dengan KoordinatorBidangEKP yang dijadwalkan pada tanggal 22 Juni 2018. Terkait tahapan
kegiatan 2 akan ditambahkan proses inventarisasi kegiatan pendampingan AKD oleh peneliti
bidang EKP setelah dilaksanakannya FGD dengan Koordinator Bidang EKP untuk
memperkaya data yang akan digunakan sebagai input sistem nantinya.

Jakarta, 7 Juni 2018
Mengetahui,

Penulis Mentor

vA- - ^

Masvithah Aulia Adhiem Achmad Sani Alhusain. SE.. MA.

NIP. 198306032018012002 NIP. 197205111999031003



LAMPIRAN TABEL

Tabel 1. Pedoman Wawancara

No. Pertanyaan Jawaban

1. Sudah berapa lama menjadi
panel iti

2. Bidang kepakaran peneliti

Apakah tahu mengenai
penugasan pendampingan
AKD

4. Apakah sudah pemah
mendapatkan penugasan
Jika Ya; apa saja? Bagaimana
proses dan perkembangannya

5. Siapa yang menugaskan?

6. Apakah mengetahui tentang
penugasan terhadap peneliti
lainnya?
Jika Ya: mengetahui dari
mana? Apakah dari sesama
rekan atau dari Koordinator

Bidang?

7. Bagaimana pendapat
mengenai pembagian
penugasan pendampingan?

a. Kejelasan prosedur
b. Keadilan

c. Transparansi
8. Apa yang bisa ditingkatkan

terkait penugasan
pendampin.j^an?



Tabel 2. Data Kepakaran Peneliti Bidang Ekonomi dan Kebijakan Piiblik

NO. NAIV4A

LAMA BARU

RUMPUN

KEPAKARAN

BIDANG

KEPAKARAN

BIDANG

PENELITIAN

RUMPUN

KEPAKARAN

BIDANG

KEPAKARAN

BIDANG

PENELITIAN

I. Mandala Harefa, SE, M.Si 14.07.01.

Kebijakan Publik
28,

Ekonomi

28,05,

Ekonomi Publik

28,05.03.

Kebijakan dan
Desentralisasi

Fiskal

2, Drs.Juli Panglima Saragih,
MM.

14.07.01.

Kebijakan Publik
28.

Ekonomi

28.19,

Kebijakan
Ekonomi

28.19.09.

Kebijakan
Ekonomi Regional

3, Suhartono, S.IP,, MPP. 14.07.01.

Kebijakan Publik
30,

Politik

30.03,

Administrasi

Publik

(Cuti)

4. Achmad Sani Alhusain, SE.,
MA.

14.07.01,

Kebijakan Publik
28,

Ekonomi

28,19.

Kebij alcan
Ekonomi

5, Achmad Wirabrata, ST., MM. 14.07.01,

Kebijakan Publik
28,

Ekonomi

28,19,

Kebijakan
Ekonomi

6. Ariesy Tri Mauleny, S.Si.,
ME,

12.

Ekonomi

12.03.

Ekonomi

Terapan

28.

Ekonomi

28,19,

Kebijakan
Ekonomi

(Cuti)

7. Ari Mulianta Ginting, SE,,
MSE.

12.

Ekonomi

12.03.

Ekonomi

Terapan

28.

Ekonomi

28,19,

Kebij akan
Ekonomi

8. Dewi Restu Mangeswuri, SE.,
M.Si.

12.

Ekonomi

12.03. 28.

Ekonomi

28.19,



NO. NAMA

LAMA BAKU

RUMPUN

KEPAKARAN

BIDANG

KEPAKARAN

BIDANG

PENELITIAN

RUMPUN

KEPAKARAN

BIDANG

KEPAKARAN

BIDANG

PENELITIAN

Ekonomi

Terapan
Kebijakan
Ekonomi

9, Dewi Wuryandani, ST,, MM. 14.02.

Kebijakan dan
Administrasi

28. Ekonomi 28.19.

Kebijakan
Ekonomi

10. Edmira Rivani, S.Si,, M.Stat. 12.

Ekonomi

12,03,

Ekonomi

Terapan

28. Ekonomi 28.19.

Kebijakan
Ekonomi

11, Eka Budiyanti, S.Si,, MSE. 12.

Ekonomi

12.03.

Ekonomi

Terapan

28. Ekonomi 28.19,

Kebijakan
Ekonomi

12. Hilma Meilani, ST., MBA. 12.

Ekonomi

12.03.

Ekonomi

Terapan

28. Ekonomi 28.19.

Kebijakan
Ekonomi

13, Iwan Hermawan, SP., M.Si. 12.

Ekonomi

12.03.

Ekonomi

Terapan

28.

Ekonomi

28.19.

Kebijakan
Ekonomi

(Cuti)

14. Lisnawati, S.Si., M.SE. 12.

Ekonomi

12.03.

Ekonomi

Terapan

28.

Ekonomi

28,19.

Kebijakan
Ekonomi

15, Lukman Adam, S.Pi,, M.Si. 12.

Ekonomi

12.03,

Ekonomi

Terapan

28.

Ekonomi

28.08.

Ekonomi

Sumber Daya
Alam dan

Lingkuni^an

(Cuti)

16, Nidya Waras Sayekti, S.E.,
M.M.

12.

Ekonomi

12.03.

Ekonomi

28.

Ekonomi

28.19.

Kebijakan
Ekonomi



NO. NAMA

LAMA BAKU

RUMPUN

KEPAKARAN

BIDANG

KEPAKARAN

BIDANG

PENELITIAN

RUMPUN

KEPAKARAN

BIDANG

KEPAKARAN

BIDANG

PENELITIAN

17. Niken Paramita Purwanto,
S.E.,M,Ak.

14,02,

Kebijakan dan
Administrasi

28,

Ekonomi

28.19.

Kebijakan
Ekonomi

18. Rafika Sari, SE., MSE. 14,07,01.

Kebijakan Publik
28.

Ekonomi

28,19.

Kebijakan
Ekonomi

19. Rasbin, S.Tp.,MSE. 12.

Ekonomi

12,03.

Ekonomi

Terapan

28,

Ekonomi

28.10,

Ekonomi

Perdagangan
20. Sahat Aditua F. Silalahi, ST.,

Nlba.

14,07.01,

Kebijakan Publik
29,

Manajemen dan
Kebijakan

29,02.

Manajemen
Industri

21, Sony Hendra Permana, S.E.,
M.SE

12,

Ekonomi

12.03,

Ekonomi

Terapan

28,

Ekonomi

28.19.

Kebijakan
Ekonomi

22, T. Ade Surya, ST., MM. 14.07,01.

Kebijakan Publik
28,

Ekonomi

28.19.

Kebijakan
Ekonomi

23. Venti Eka Satya. S.E,, M,Si.,
Ak.

12.

Ekonomi

12.03,

Ekonomi

Terapan

28.

Ekonomi

28.13.

Akuntansi

24. Yuni Sudarwati, S,Ip., M.Si. 13.

Perdagangan
Manajemen,
Pariwisata dan

Jasa

13,02,

Bisnis dan

Manajemen

29.

Manajemen dan
Kebijakan

29.02,

Manajemen
Industri

(Cut:)



NO. NAMA

LAMA BARU

RUMPUN

KEPAKARAN

BIDANG

KEPAKARAN

BIDANG

PENELITIAN

RUMPUN

KEPAKARAN

BIDANG

KEPAKARAN

BIDANG

PENELITIAN

25. Izzaty, S.T., M.E. 14.07.01.

Kebijakan Pubiik
28.

Ekonomi

28,19.

Kebijakan
Ekonomi

(Cuti)

26. Hariyadi, SIP., MPP. 14.07.01.

Kebijakan Pubiik
29.

Kebijakan
29,08.

Kebijakan
Pubiik

29,08.17.

Kebijakan
Pengelolaan SDA



DOKIJMENTASI KEGIATAN

Gambar 1. Diskusi dengan Mentor

Gambar 3. Wawancara dengan Rasbin

Gambar 5. Wawancara dengan Achmad
Wirabrata

Gambar 7. Wawancara dengan Edmira
Rivani

Gambar 2. Wawancara dengan Ari
M.Ginting

Gambar 4. Wawancara dengan Sahat A.
Silalahi

Gambar 6. Wawancara denean Rafika Sari

Gambar 8. Wawancara dengan Sonny H
Permana



Gambar 9. Wawancara dengan Hariyadi

Gambar 11. Wawancara dengan Juli
Panslima Sarasih

Gambar 13. Wawancara dengan T. Surya

Gambar 10. Wawancara dengan Eka
Budiyanti

Gambar 12. Wawancara dengan Dewi Restu

I

Gambar 14. Wawancara dengan Nidya W. S



SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
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Kegiatan
Waktu Pelaksanaan

Tahapan Kegiatan

LAPORAN SINGKAT

Focus Group Discussion (FGD) dengan Koordinator Bidang
28 Juni 2018

1. Konsultasi dengan Mentor
2. Membuat undangan tertulis kepada Koordinator Bidang
3. Mengirimkan undangan kepada Koordinator Bidang

melalui Tata Usaha

4. FGD dengan Koordinator Bidang bersama dengan Mentor
5. Membuat laporan hasil FGD dan menyerahkannya kepada

Mentor

6. Diskusi hasil wawancara dengan Mentor dan Coach

Kegiatan didahuiui dengan membuat pedoman FGD yang kemudian didiskusikan dengan
Mentor. Setelah pedoman dibuat, kemudian mengajukan pembuatan undangan atau
permohonan FGD melalui Tata Usaha kepada Koordinator Bidang yang ditandatangani oleh
Kepala Pusat Penelitian. Undangan tersebut kemudian disampaikan kepada Koordinator
Bidang dan menentukan tanggal pelaksanaan FGD yaitu pada hari Kamis, 28 Juni 2018,
dilaksanakan bersama dengan Mentor.

FGD dilaksanakan dengan mengacu pada poin pertanyaan yang sudah dibuat dan
dikembangkan untuk mendapatkan gambaran yang lebih mendalam mengenai penugasan
pendampingan AlatKelengkapan Dewan (AKD). Hasil dari diskusi adalah sebagai berikut:

1. Kepakaran di bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik (EKP)masih terlalu umum.
Sedangkan permintaan dari AKD umumnya menyangkut undang-undang (UU) dengan
masalah yang cukup spesifik, misalnya: transportasi, minyak dan gas alam, musik, dan
sebagainya. Sehingga ketika ada permintaan pendampingan penyusunan atau
pembahasan UU maka prioritasnya adalah untuk memenuhi permintaan AKD, bukan
memberikan peneliti yang sesuai bidang kepakarannya.

2. Proses permintaan pendampingan umumnya datang dari AKD kepada Kepala Pusat
Peneliti untuk setelah itu didistribusikan kepada para koordinator bidang. Permintaan
pendampingan dari AKD umumnya berupa 3 hal, yaitu;

a. Legislasi; Penyusunan dan Pembahasan UU
b. Pengawasan: Pengawasan pelaksanaan UU, umumnya berupa kunjungan kerja
c. Anggaran; untuk anggaran saat ini Pusat Penelitian sudah tidak terlalu banyak

teriibat karena sudah ada Analis APBN di unit kerja Iain.
3. Selain AKD, Pusat Penelitian juga mendapatkan permintaan pendampingan dari

Sekretariat Jenderal untuk penugasan yang terkait dengan Kesekretariatan misalnya:
penyusunan RKAKL, pembuatan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP),
dan sebagainya.

4. Untuk peneliti bidang EKP pada umumnya teriibat dalam penyusunan dan pembahasan
UU yang dikerjakan oleh Komisi IV, V, VI, VII, dan XI. Namun saat ini dengan sudah
adanyaTenaga Ahli maka permintaan dari komisi lain sudah banyak berkurang kecuali
Komisi VI yang masih aktif meminta keikutsertaan peneliti.



5. Proses distribusi kepada peneliti bidang dilakukan oleh Koordinator Bidang dengan
cara menanyakan langsung kesediaan kepada peneliti secara individu. Ketika peneliti
tidak dapat meneriman penugasan tersebut maka Koordinator Bidang akan mencari
individu iainnya. Proses distribusi haais dilaksanakan dengan cepat karena tenggat
waktu untuk menentukan peneliti yang akan ditunjuk juga mendesak sedangkan Pusat
Penelitian tidak bisa menolak permintaan dari AKD.

6. Hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam menentukan peneliti untuk melakukan tugas
pendampingan adalah;

a. Kepakaran: Koordinator Bidang akan terlebih dahulu melihat kepakaran mana
yang sesuai dengan materi rencana UU yang akan disusun atau dibahas.

b. Pengalaman penelitian sebelumnya; Karena kepakaran yangada di Bidang EKP
masih banyak yang terlalu umum, maka Koordinator Bidang akan melihat
keterkaitan antara materi UU dengan pengalaman penelitian sebelumnya dari
para peneliti di Bidang EKP.

c. Kehadiran: Saat permintaan dari AKD datang maka Koordinator hanya bisa
menugaskan kepada peneliti yang hadir di kantor pada saat itu mengingat nama-
nama peneliti harus sudah diserahkan kepada AKD dalam waktu cepat.

d. Kesediaan; Koordinator Bidang baru akan menugaskan peneliti setelah
mendapatkan persetujuan dari peneliti tersebut.

7. Semakin banyaknya rencana penyusunan UU yang spesifik menyebabkan sulit untuk
memberikan pendampingan dari peneliti yang memilki kepakaran yang benar-benar
serupa. Hal yang menjadi prioritas saatini adalah pemenuhan kebutuhan pendampingan
AKD tanpa melihat kesesuaian kepakaran peneliti.

8. Proses monitoring hingga saat ini belum ada. Yang mudah untuk dimonitor adalah
pengawasan karena umumnya pelaksanaan hanya beberapa hari. Sedangkan untuk
pendampingan legislasi sulit untuk dimonitor. Hal tersebut dikarenakan banyak sekali
faktor yang mempengaruhi lama atau tidaknya proses penyusunan dan pembahasan
UU.

9. Kendala-kendala yang dihadapi oleh koordinator bidang dalam menentukan peneliti
untuk penugasan pendampingan AKD adalah:

a. Permintaan dari AKD atau Sekretariat Jenderal tidak disertai dengan surat resmi
yang dikirimkan kepada Kepala Pusat Penelitian. Hal tersebut menyebabkan
Pusat Penelitian tidak bisa memberikan jawaban resmi apabila menunjuk atau
jika terpaksa menolak permintaan tersebut

b. Kepakaran di EKP masih banyak yang terlalu umum dan terkadang tidak
konsisten dengan latar belakang pendidikan. Hal tersebut menyebabkan ketika
ada permintaan untuk penyusunan dan pembahasan UU yang sifatnya spesifik
maka pemilihan individu peneliti akan terkendala.

c. Penugasan pendampingan merupakan tugas tambahan di luar tugas utama yang
sudah ada di Sasaran Kinerja Pegawai Peneliti. Hal tersebut berakibat para
peneliti tidak menjadikan tugas penugasan sebagai prioritas sehingga ketika
ditanyakan kesediaannya banyak yang merasa keberatan ketika masih banyak
tugas utama yang harus diselesaikan.



d. Masih teijadi penumpukan penugasan pada sejumlah peneliti akibat rentang
waktu penyelesaian penyusunan dan atau pembahasan UU sangat tidak pasti.
Sehingga ketika suatu penyusunan dan atau pembahasan UU yang menjadi
tugas seorang peneliti tidak aktif, namun karena dianggap masih memegang
suatu UU maka peneliti tersebut tidak akan mendapatkan penugasan sejenis,
Sedangkan di saat yang bersamaan ada peneliti lain yang sudah selesai
penugasan terkait penyusunan dan atau pembahasan UU sehingga sudah diberi
penugasan yang baru.

e. Tidakadanya platform terkait monitoring juga menyebabkan parapeneliti tidak
bisa memberikan informasi terkini tentang penugasan yang diterima.

10. Berdasarkan pemetaan kendala yang terjadi, maka dirumuskan beberapa alternatif
solusi, yaitu:

a. Ketika materi UU sangat spesifik, maka solusi jangkapendeknya adalah dengan
mengadakan FGDdengan tenaga ahli di luartim peneliti. Melalui FGD tersebut
diharapkan memperkaya pengetahuan peneliti dan tim penyusun UU.

b. Solusi jangka panjang adalah dengan merekrut pegawai dengan latar belakang
pendidikan yang lebih beragam. Selain itu juga perlu diadakan kursus/diklat////
house training bagi para peneliti untuk memperdalam kepakaran dan
penyusunan UU.

c. Proses monitoring dari pelaksanaan tugas harus dapat dilakukan oleh
Koordinator Bidang, oleh karena itu diperlukan suatu platform yang berisikan
informasi tentang peneliti, pengalaman penelitian, dan perkembangan dari tugas
pendampingan yang sedang dikerjakan. Data-data yang dibutuhkan oleh
Koordinator Bidang dapat dilihat pada Tabel 1.

d. Perlu ada pembobotan pekerjaan sebelum dilakukan pemilihan individu untuk
pendampingan AKD, Misal untuk penyusunan atau pembahasan UU maka
dihitung beban tahun takwim nya adalah 1tahun, sedangkan untuk pengawasan
maka mungkin bisa hanya dibebankan selama 1 bulan (Termasuk masa
persiapan dan penulisan laporan). Sehingga idealnya setiap peneliti maksimal
hanya memegang 2 tugas terkait penyusunan/pembahasan UU-

e. Pembobotan pekerjaan juga periu diterapkan pada pekerjaan tambahan lainnya
seperti tugas pendampingan dari sekretariat jenderal dan tim pidato.

f. Keputusan tegas dari Kepala Pusat Penelitian bahwa semua permintaan
pendampingan harus melalui surat resmi yang ditujukan kepada Pusat
Penelitian.

Jakarta, 29 Juni 2018

Mengetahui,
Penulis Mentor

Masvithah AuliaAdhiem Achmad Sani Alhusain SE MA
NIP. 198306032018012002 NIP. 197205111999031003



LAMPIRAN

Pedoman Pcrtaiiyaan Focus Group Discussion

1. Keragaman kepakaran peneliti di EKP
2. Proses penerimaan permintaan tugas pendampingan AXD
3. Proses distribusi tugas pendampingan AKD
4. Faktor yang menjadi pertimbangan dalam menentukan peneliti untuk melakukan

tugas pendampingan AKD
5. Proses monitoring dari penugasan tersebut
6. Pemetaan pelaksanaan tugas pendampingan AKD di BidangEKP
7. Kendala dalam melakukan distribusi penugasan
8. Kebutuhan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi distribusi penugasan



Tabel I. Tabel Monitoring dan Distribusi Peneliti dalam rangka
Tugas Pendampingan AKD dan Sekretariat Jenderal

No, Nama/Latar

Belakang
Pendidikan/

Kepakaran

Penelitian dan Penugasan di Tahun
2017

Penelitian dan Penugasan di Tahun 2018 Ket.

Penelitian Leeislasi Penelitian Tim Legislasi Setjen

Materi

RUU/Tahap

Status Materi

RUU/Tahap

Status



Dokumentasi Kegiatan

Gambar 1. FGD dengan Koordinator Bidans dan Mentor

Gambar 2. FGD dengan Koordinator Bidang dan Mentor



SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTAKODE POS 10270

TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423/ 5715 925, WEBSITE : www.dprgo.id

NOTA DINAS
BK/10540/SETJEN-DPRRI/PP/06/2018

Kepada ; Koordinator Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR Rl

Dari : Kepala Pusat Penelitian Setjen dan Badan Keahlian DPR Rl

Ha! : Permohonan pelaksanaan Diskusi

Tanggal ; 26 Juni 2018

Bersama ini kami sampaikan bahwa Pusat Penelitian Setjen dan Badan

Keahlian DPR Rl pada tahun 2018 telah menerima CPNS Jabatan Fungsional atas

nama:

No. NAMA GOL. JABATAN

1. Masyittiah Aulia Adhiem, M.E Ill Calon Peneliti Pertama

Dimana pada saat ini. yang bersangkutan sedang mengikuti Pendidikan dan

Pelatihan DasarCPNS Setjen dan Badan Keahlian DPR Rl.

Sehubungan dengan hal tersebut, daiam rangka kegiatan Aktualisasi sebagai

salah satu syarat kelulusan Pendidikan dan Pelatihan Dasar, mohon perkenan Saudara

kiranya kepada nama tersebut dapat diizinkan untuk melakukan diskusi tentang

penugasan pendampingan AKD di lingkungan Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik

Pusat Penelitian Setjen dan Badan Keahlian DPR Rl.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Tembusan:

Kepala Badan Keahlian DPR Rl.

Kepala Pusat Penelitian.

tt
t'

Dr. Indra Pahlevi. S.IP.. M.Si.

NIP. 197111171998031004
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LAPORAN SINGKAT

Kegiatan
Waktu Pelaksanaan

Tahapan Kegiatan

Wawancara mendalam dengan Kepala Pusat Penelitian
10 Juli 2018

1. Menyusun pedoman wawancara dengan Kepala Pusat
Penelitian

2. Konsultasi dengan Mentor terkait pedoman wawancara
dengan Kepala Pusat Penelitian

3. Membuat Surat Permohonan Audiensi dengan Kepala
Pusat Penelitian

4. Mengirimkan Permohonan Audiensi dengan Kepala Pusat
Penelitian melalui TataUsaha

5. Pelaksanaan wawancara mendalam dengan Kepala Pusat
Penelitian bersama dengan Mentor

6. Membuat laporan hasil wawancara dan menyerahkannya
kepada Mentor dan Coach

7. Diskusi hasil wawancara dengan Mentor dan Coach

Kegiatan didahului dengan membuat pedoman wawancara kemudian mendiskusikannya
dengan Mentor. Berdasarkan hasil diskusi dengan Mentor, maka didapatkan kesimpulan

Wawancara akan dilakukan dengan melakukan eksplorasi atas hasil FGD dengan
Koordinator Bidang sebelumnya
Wawancara akan meminta persetujuan Kepala Pusat Penelitian atas sistem monitoring
dan distribusi yang akan dibuat.
Pedoman wawancara yang dibuat adalah seperti yang terdapat pada Lampiran.

L

2.

3.

Berdasarkan hasil wawancara, makadidapatkan kesimpulan sebagai berikxit:
L Kondisi yang sudah disampaikan oleh Koordinator Bidang sudah diketahui oleh Kepala

Pusat Penelitian, dan kendala tersebut sudah terjadi sejak lama.
2. Upaya untuk membuat suatu pemetaan dan monitoring sudah pernah dilakukan

meskipun masih secara manual. Namun data tersebut tidak terbaharui karena tidak ada
admin khusus untuk melakukan input dan perbaharuan data.

3. Untuk membuat suatu sistem terintegrasi akan sangat sulit dan membutuhkan waktu
yang lama karena saat ini Bidang Data dan Teknologi Informasi dalam kondisi banyak
mengeijakan pembuatan aplikasi teknis.

4. Sistem monitoring dan distribusi yang akan dibuat sebaiknya memuat informasi-
informasi yang cukup komprehensif. Sebagai contoh adalah data para dosen yang ada
di web LPPM UNS Solo meskipun hanya bisa diakses oleh pegawai.

5. Jika belum memungkinkan untuk membuat sistem yang sepenuhnya terintegrasi maka
minimal sistem yang dibuat adalah sistem pendataan yang bisa diakses bersama berisi
data yang sudah disepakati dengan Koordinator Bidang sebelumnya. Selain itu perlu
ada admin yang bertanggungjawab untuk selalu memperbaharui data.



6.

7.

Untuk memudahkan sistem monitoring tersebut maka perlu dibuat clustering para
peneliti, khususnya di bidang HKP. Clustering dilakukan berdasarkan keterkaitan
antara kepakaran dan penelitian sebelumnya dengan Komisi vanqterkait den£;an EKP,
yaitu Komisi IV, V, VI, VII, dan XI (label I.) ^
Koordinasi dengan BDTI perlu segera dilakukan untuk mencari altematif sistem jika
tidak memungkinkan untuk dibuat dalam bentuk terintegrasi secara digital saat ini.

Mengetahui
Mentor

Jakarta, 12 Juli 2018
Peserta Latsar,

CPNS

\[\^
Achmad Sani Alhusain. SE.. MA.

NIP.197205111999031003

Masvithah Aulia Adhiem. M.E.

NIP. 198306032018012002



LAMPIRAN

Pedoman Wawancara dengan Kepala Pusat Peneliliaa

1. Apakah Kepala Pusat Penelitian mengetahui tentang kondisi yang dialami oleh
Koordinator Bidang?

2. Apakah Kepala Pusat Penelitian setuju tentang adanya kebutuhan pemetaan
penugasan pendampingan AXD?

3. Hal-hal apa yang perlu dilengkapi dari tabel data distribusi yang sebelumnya sudah
disusun bersama dengan Koordinator Bidang dan Mentor?



Tabel 1. Tabel Monitoring dan Distribusi Peneliti dalam rangka
Tugas Pendampingan AKD dan Sekretariat Jenderal

No. Nama/Latar

Belakang
Pendidikan/

Kepakaran

Penelitian dan Penugasan di Tahun
2017

Penelitian dan Penugasan di Tahun 2018 Kateaon/Cliister

Penelitian Legislasi Penelitian Tim Legislasi Setjen
Mated

RUU/Tahap
Status Materi

RUU/Tahap
Status



Dokumentasi Ke.oiatan

Gambar 1. Wawancara dengan Kepala Pusat Penelitian

Gambar 2. Wawancara dengan Kepala Pusat Penelitian



SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT I^PUBUK INDONESIA

JLNJENDERALGATOTSUBROTO JAKARTA KODE POS 10270

TELP. (021) 5715 349FAX. (021) 5715 432/5715 925, WEBSITE: www.dpr.go.id

Kegiatan
Waktu Pelaksanaan

Tahapan Kegiatan

LAPORAN SINGKAT

Diskusi dengan Bidang Datadan Teknologi Informasi (BDTI)
16 dan 24 Juli 2018

1. Memetakan kebutuhan sistem online untuk monitoring dan
distribusi penugasan pendampingan AKD

2. Diskusi dan konsultasi dengan Mentor terkait kebutuhan
sistem online distribusi penugasan pendampingan AKD

3. Membuat surat permohonan wawancara dengan BDTI
4. Mengirimkan surat permohonan diskusi dengan BDTI

melalui Tata Usaha

5. Pelaksanaan diskusi dengan BDTI
6. Membuat laporan hasil wawancara dan menyerahkannya

kepada Mentor dan Coach
7. Diskusi hasil wawancara dengan Mentor dan Coach

Kegiatan keempat adalah diskusi dengan Bidang Data danTeknologi Informasi (BDTI) terkait
kebutuhan sistem distribusi penugasan pendampingan AKD di Bidang EKP. Kegiatan
didahului dengan membuat ravv data beruba Tabel yang berisi variabel-variabel yang akan
digunakan dalam membuat sistem monitoring dan distribusi penugasan pendampingan AKD
berdasarkan hasil diskusi dengan Koordinator Bidang dan Kepala Pusat Penelitian (Tabel 1)
Tabel tersebut memuat informasi yang dibutuhkan oleh Koordinator Bidang dan Kepala Pusat
Penelitian untuk memudahkan proses pemantauan penugasan dan evaluasi atas penugasan
tersebut. Data yang dibutuhkan untuk saat ini antara lain;

DataPeneliti: Berisikan datadasarmasing-masing peneliti di Bidang EKP. Terbagi lagi
menjadi;

Nama lengkap beserta gelar
Jabatan fungsional sebagai Peneliti
Pendidikan peneliti dari jenjang SI hingga S2/S3
rumpun/bidang/Bidang Penelitian

Cluster; Clustering merupakan pengelompokkan para peneliti dari bidang EKP
berdasarkan bidang yang terkait dengan komisi-komisi yang banyak dilayani oleh
bidang EKP, yaitu:

: Pertanian, pangan, maritim, dan kehutanan
; Infrastruktur dan perhubungan
: Industri, investasi, dan persaingan usaha
: Energi, riset dan teknologi, dan lingkungan hidup
; Keuangan dan perbankan

Penelitian dan penugasan di Tahun 2017 :
a. Penelitian : Penelitian individu dan penelitian kelompok
b. Pendampingan; Penugasan pendampingan AKD khusus untuk legislasi, disertai

dengan status terakhir dari RUU yang disusun/dibahas.

1

2.

a.

b

c.

d.

a.

b.

c.

d.

e.

Nama Peneliti

Jabafan

Latar belakang
Kepakaran

Komisi IV

Komisi V

Komisi VI

Komisi VII

Komisi XI



4. Penelitian dan penugasan di Tahun 2018 ;
a. Penelitian : Penelitian individu dan penelitian kelompok
b. Pendampingan: Penugasan pendampingan AKD yang terdiri dari Legislasi dan

Pengawasan.
c. Sekretariat Jenderal: Penugasan lain yang terkait dengan Sekretariat Jenderal

dan Badan Keahlian DPR RI.

Setelah Tabel tersebut dibuat maka dilanjutkan dengan pembuatan konsep surat
peimohonan diskusi kepada BDTI dan memberikan konsep tersebut kepada Tata Usaha Pusat
Penelitian.

Diskusi dilaksanakan dengan salah satu staf BDTI secara berkala dengan topik bahasan
sebagai berikut;

1

2.

j.

4.

5.

Peserta Latsar memberikan penjelasan terkait kebutuhan sistem distribusi penugasan
pendampingan AKD di lingkungan peneliti khususnya bidang EKP.
Diskusi dilanjutkan dengan melihat Tabel 1 yang sudah dibuat sebelumnya dan
mempertimbangkan apakah data yang ada bisa dimasukkan ke dalam suatu sistem dan
menuait pihak BDTI memungkinkan untuk dibuat suatu sistem berdasarkan tabel
tersebut karena banyak data yang sudah tersedia di database Portal DPR.
Pihak BDTI kemudian membuka situs web penelitian dan portal DPR untuk
menunjukkan informasi apa saja yang sudah tersedia di situs tersebut. Berdasarkan data
yang ada sudah ada beberapa variabel/informasi yang sudah tersedia pada database di
Portal DPR (Gambar 1-4), yaitu:

a. Data pribadi peneliti
b. Kepakaran peneliti
c. Bidang Penelitian
d. Riwayat Penelitian
e. Aktivitas di Sekretariat Jenderal

Beberapa informasi yang sudah ada diharapkan tidak perlu diganti, yang perlu
dilakukan adalah menambahkan variabel informasi dari database yang sudah ada.
Jika diperlukan maka bisa juga dilakukan penyesuaian istilah dalam database sehingga
lebih sesuai dengan kebutuhan (Tabel 2). Data yang berbeda antara tabel awal yang
sudah dibuat dengan database portal DPR RI adalah:

No Keterangan pada Tabel Awal
{Raw database)

Keterangan pada Database
Portal DPRRI

1. Clustering (tidak ada di database)
2. Kepakaran Rumpun (tidak ada di database)
3. Kepakaran Bidang Kepakaran
4. Kepakaran Bidang Penelitian Bidang Peminatan
5. Penelitian TA 2017 Riwayat Penelitian
6. Pemdampingan AKD TA 2017 Aktivitas di Setjen DPR RI
7. Penelitian TA 2018 (beium terpisah dari Tab Riwayat

Penelitian)
8. Tim (tidak ada di database)
9. Pendampingan Legislasi AKD 2018 (belum terpisah dari Tab Aktivitas di

Setjen DPR RI)
10. Pendampingan Pengawasan AKD 2018 (tidak ada di dalabase)
11. Sekretariat Jenderal (belum terpisah dari Tab Aktivitas di

Setjen DPRRI)



Berdasarkan tabel tersebut kemudian dilakukan penyesuaian dengan kebutuhan dan
ketersediaan data yang ada sehingga dihasilkan Tabel 2.

6. Pusat Penelitian sendiri sudah memiliki website yang di dalamnya terdapat daftar nama
peneliti. Meskipun demikian, informasi yang bisa didapatkan dari web tersebut
hanyalah data dasar dari peneliti; Nama Peneliti, Foto, dan kepakaran (Gambar 2).
Sesuai dengan hasil diskusi dengan Kepala Pusat Penelitian sebelumnya, yang
diharapkan adalah nantinya tiap-tiap foto Peneliti dapat di dropdown dan menampilkan
informasi seperti penelitian dan penugasan AKD.

7. Namun hingga saat ini masih banyak kolom informasi yang kosong karena belum
adanya pembaruan data. Agar data yang terintegrasi dapat berguna maka perlu ada
pembaruan data yang dilakukan oleh admin dari bidang EKP.

8. Hal berikutnya yang harus dipersiapkan adalah membuat Surat Permintaan Hak Akses
Aplikasi Pusat Penelitian yang ditujukan kepada BDTI. Surat tersebut bertujuan
memberikan izin akses bagi Peserta Latsar/Penulis untuk memperbaharui data.

9. Apabila database sudah sesuai dengan kebutuhan sistem distribusi pendampingan
penugasan AKD maka yang proses selanjutnya adalah integrasi data yang berasal dari
database Portal DPR RI dengan web Pusat Penelitian sehingga diharapkan nantinya
informasi dari database yang baru akan dapat terlihat di masing-masing peneliti bidang
EKP.

Jakarta, 25 Juli 2018
Mengetahui

Mentor

Achmad Sani Alhusain. SE.. MA.

NIP. 197205111999031003

Peserta Latsar,

CPNS

Masvithah Aulia Adhiem. M.E.

NIP 198306032018012002



LAMPIRAN

Pedoman Diskusi dengan Bidang Data dan Teknologi Informasi (BDTI):

1. Penyampai an tujuan kegi atan
2. Penyampaian konsep produk akhir yang dibutuhkan
3. Kemungkinan untuk dibuat suatu sistem seperti yang diharapkan
4. Hal-hal apa yang perlu dilengkapi dari tabel data distribusi yang sebelumnya sudah

disusun bersama dengan Kepala Pusat Penelitian, Koordinator Bidang dan Mentor
5. Tahap awa! dalann membangun sistem monitoring dan distribusi penugasan

pendampingan



Tabel 1, Tabel Monitoiing dan Distribusi Peneliti dalain rangka
Tugas Pendampingan AKD dan Sekretariat Jenderal

No Niinia/Lauir

Bclifkang
PciididiktUi

Kcixikaran Penelilian dan Peiuiaasan di Tahim 2017 Penelilian dan Ponuaasan di Tduin 2018 Kalegori/(.7/f,y/£^r
Penclilian Leaislasi Penelitian Tim Leaislasi Pcnaavvasiin Solion

Rumpim niclang Bidaiig
Peiieliliaii

Materi RUU/Tahap
•

Status Materi

RlJUArahau

SUitiis Tgl/Komisi/
SUiUis

Tabel 2. Hasil Penyesuaian Tabel Monitoring dan Distribusi dalam rangka
Tugas Pendampingan AKD dan Sekretariat Jenderal

No NanKi/.labiitan/

LiiUir Bchikang
Pcudidikan

Kcpakaran Penelilian dan Pemioasan di Talmn

2017^
I'eneliiian dan Pemigasandi Taluin2018

Penelilian Leaislasi Penelilian

Individii/Kelonipok
I.,oiiislasi Pensiawasan Sekreiarial Jcntieral

Rumpiin Bidiuig BidiiJig
Pcnuliliiin

Materi

RLRJ/Tahan
Tahiin Malei-i

RUU/Tahap
Taluin

Usulan

Tgl/AKD/
Lokasi



Dokiinientasi Kegiatan

Gambar 1. Tampilan Database Portal
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Gambar 2. Tampilan Database Portal
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Gambar 3. Tampilan Database Portal
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Gambar 4. Tampilan Database Portal
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Gambar 5. Tampilan Website Pusat Penelitian

Gambar 6. Tampilan Data Peneliti pada
Website Pusat Penelitian



Kepada

Dari

Hal

Tanggal

SEKRETARiAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270

TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE :ww.dpr.go.id

NOTA DINAS

BK/11952/SETJEN DAN BK-DPRRl/PP/07/2018

Kabid, Data dan Teknoiogi Informasi Setjendan BK DPR R!

Kepaia Pusat Peneiitian Setjen dan Badan Keahlian DPR R!

Permohonan pelaksanaan Diskusi

16 Juli 2018

Bersama ini kami sampaikan bahwa Pusat Peneiitian Setjen dan Badan

Keahlian DPR R1 pada tahun 2018 telah menerima CPNS Jabatan Fungsional atas

nama:

No. NAMA GOL. JABATAN

1. Masyithah Aulia Adhiem, M.E.
NIP. 19830603 201801 2 002

Hi Galen Peneliti Pertama

dimana pada saat ini, yang bersangkutan sedang mengikuti Diklat Pra Jabatan CPNS

Setjen dan Badan Keahlian DPR Rl.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka pembuatan Rencana Kegiatan

Aktualisas! sebagai saiah satu materi Diklat Pra Jabatan, mohon perkenan Saudara

kiranya kepada nama tersebutdiatas, dapat diijinkan untuk melakukan diskusi dengan

Pejabat Fungsional Pranata Komputer tentang Sistem Monitoring dan Distribusi

Penugasan Pendampingan dari AKD.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih,

Kepaia Pusat Peneiitian,

Dr. indra Pahlevi, S.IP.. M.Si.

NIP, 197111171998031004

Tembusan:

1. Kepaia Badan Keahlian DPR Rl;
2. Kepaia Pusdatin Setjen dan BK DPR Rl.



SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JLNJENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 432/ 5715 925, WEBSITE: www.dpr.go.id

Kegiatan

Waktu Pelaksanaan

Tahapan Kegiatan

LAPORANSINGKAT

Pembuatan Sistem Monitoring dan Distribusi Penugasan
Pendampingan AKD (I)
25 Juli s.d. 14 September 2018
1

2

Diskusi dengan BDTI.
Membuat draft SistemMonitoring dan Distribusi
Penugasan Pendampingan AKD.
Pembuatan Permohonan Izin Akses.

Pengisian Database.

Pemaparan draft kepada Kepala Pusat Penelitian,
Koordinator BidangEKP , Coach, dan Mentor
Ujicoba dan review Sistem
Diskusi dan konsultasi dengan Mentor dan Coach terkait
fmalisasi sistem

8. Diskusi dengan BDTI
9. Finalisasi Sistem Monitoring dan Distribusi Penugasan

Pendampingan AKD
10. Penyerahan Sistem Monitonng dan Distribusi Penugasan

Pendampingan kepada Koordinator Bidang EKP

Kegiatan terakhir dari rancangan aktualisasi adalah Sistem Monitoring dan Distribusi
Penugasan Pendampingan AKD, khususnya untuk Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik.
Tahap pertama dari kegiatan ini adaiah membuat draft sistem dengan berpedoman pada sistem
yang sudah ada, yaitu Database Pusat Penelitian Portal DPR RI dan Website Pusat Penelitian,
yang keduanya dikelola oleh Bidang Data dan Teknologi Informasi (BDTI). Draft sistem'
dibuat dan data awal berupa informasi yang dirasa penting untuk dapat dengan mudah diakses
oleh Koordmator Bidang sebelum melakukan penugasan peneliti untuk melaksanakan
pendampingan AKD.

Infomiasi yang dibutuhkan untuk dapat diakses terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu: (1) Data
pribadi Peneliti, (2) Kegiatan yang merupakan Tugas Pokok dan Fungsi Peneliti sesuai dengan
Sasaran Kerja Pegawai (SKP), dan (3) Kegiatan tambahan berupa pendampingan AKD dan
tugas yang terkait dengan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI.

Data pribadi peneliti berisikan infoimasi sebagai berikut:
1. Nama Peneliti: Nama lengkap Peneliti beserta gelar (datafield sudah ada)
2. Jabatan Peneliti: Peneliti Pertama/Muda/Madya/Utama (datafield sudah ada)
3. Latar Belakang Pendidikan: S1/S2/S3 (datafield sudah ada)
4. Kepakaran Bidang: Diisi sesuai rumpun kepakaran (datafield sudah ada)
5. Kepakaran Bidang Penelitian/Peminatan: Diisi sesuai rumpun kepakaran {Asiidi field

sudah ada)
Kegiatan Sesuai SKP berisikan infonnasi sebagai berikut:
1. Penelitian. Judul penelitian yang sudah dan sedang dilakukan serta tahun pelaksanaan

penelitian (datafield sudah ada)
2. Info Singkat: Judul tulisan yang dimuat di dalam Info singkat disertai nomor dan tahun

Info Singkat. (datafieldsudah ada)



3.

4.

dimuat di dalam Jurnal Kajian disertai nomor dan
taliun terbitan Jurnal. (datafield sudah ada)

p" hrl yang dimuat di dalam Jurnal Ekonomi dan Kebijakan
1ubhk diseHai noinor dan tahun terbitan jurnal (data field sudah ada)

S^sud^i adaT'

7. Bu^ku Individu; Judul buku yang diterbitkan dan tahun terbitan buku (datafield sudah

fpnl^lTn l '̂T- AKD dan tugas yang terkait dengan Sekretariat
Jenderal dan Badan Keahhan DPR RI berisi mformasi sebagai berikut*
I- Legislasi: Kama kegiatan yang ditugaskan disertai dengan pemberi tugas, tahapan dan

anggal-tahun penugasan. Pemberi tugas dalam hal ini adalah pilihan antara Badan
Legislasi, Komisi, dan Pansus Undang-Undang. (datafield belum tersedia)

2. Pengawasan: Kama kegiatan yang ditugaskan disertai dengan pemberi tugas, lokasi
dan tanggal-^hun penugasan. Pemberi tugas dalam hal ini adalah pilihan antara

S"aT' ' Undang-Undang. (data field belum
3. Aktiviti^ di Sekretariat Jenderal DPR RI: Nama Kegiatan yang ditugaskan disertai

dengan tahun penugasan (datafield sudah ada).

vanftltmno^ant'" ^"dah ada masih memuat informasi
yang teicampur antara penugasan yang memang diberikan oleh Sekretaris Jenderal DPR RI

engan pendampingan AKD. Oleh karena itu nantinya perlu dilakukan penyesuaian yaitu

ma3 akan dilakukan secara
Latsar database, yang dalam hal ini akan dilakukan oleh CPNS Peserta

Tahap berikutnya adalah meminta persetujuan Kepala Pusat Penelitian terkait perubahan

DenelitfhT' me'akukan update atas data pegawai
penehti bidang EKP. Selam itujuga meminta izin untuk melakukan integrasi antara Database

menlu^traT diteruskan dengan
P.n?i , '"f' P<=7°''onan kepada BDTI untuk mendapatkan hak akses aplikasi Pusat

nehtian untuk melakukan mput dan perubahan data para peneliti bidang EKP

banfak vansPenelitian yang berada pada Portal DPR RI yang ada saat ini adalahbanyak yang m^ih kosong sehmgga perlu dilakukan pengisian secara manual denean

menggunakan Tabel/Matriks yang sudah sesuai dengan datafield pada database (Lihat Tabel
0- Mengmgat masih banyak mformasi yang dibutuhkan untuk mengisi maka dilakukan
kembah pembaruan data dengan menanyakan kepada para peneliti di bidang EKP terkait hal-
hal yang terdapat dalam Tabel 1te^asuk informal, terkait legislas, dan pengawasa™

pada tohun 20T7 2018

Jakarta, 14 September 2018
Peserta Latsar,

Ment^^ > CPNS

-

in^nn Masvithah Aulia Adhiem. MF.
NIP. 197205111999031003 NIP. 198306032018012002



LAMPIRAN

Pedoman Diskusi dengan Bidang Data dan Teknologi Informasi (BDTI):

1 Penyampaian tujuan kegiatan
2. Peayaiiipciiaii konsep produk akliii yang dibuluhkaii
3. Kemungkinan untuk dibuat suatu sistem seperti yang diharapkan
4. Hal-hal apa yang perlu dilengkapi dari tabel data distribusi yang sebelumnya sudah

disusun bersama dengan Kepala Pusat Penelitian, Koordinator Bidang dan Mentor
5. Tahap awal dalam membangun sistem monitoring dan distribusi penugasan

pendampingan



Nama/LaUir

Belakaiig
Peiididikaii Riunpun

Kcpakanin

Bidans

Tabel I, Tabel Monitoring dan Distribusi Peneliti dalam rangka
Tugas Pendampingan AKD dan Sekretariat Jenderal

Penelitiandan Peiuigasnn di Talum 2017 Peiielitian d^ui Peinigasan di Tahun 2018

Peneliti an Lesislasi Penelitian

Bidmig
Penelitian

Maleri RUU/Tahap Status

Leaislasi

Maleri SUitiis

RUUAIaha

Tabel 2, Hasil Penyesuaian Tabel Monitoring dan Distribusi dalam rangka
Tugas Pendampingan AJK.D dan Sekretariat Jenderal

rengawa.san

r"l/Komisi/
StiUus

Kiitesori/C7;wto

Sclien
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Gambar 1. Tampilan Database Portal
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Gambar 2. Tampilan Database Portal



F»eat ^we#tlee

Gambar 3. Tampilan Database Portal

Gambar 4, Tampilan Database Portal
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Gambar 5. Tampilan Website Pusat Penelitian
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Gambar 6. Tampilan Data Peneliti pada
Website Pusat Penelitian



Kepada Yth.

Dari

Hal

Tanggal

SEKRETARiAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN

DEWAN PERVVAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270

TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423/5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

NOTA DINAS I • I
Nomor; BK/ \3\C^ /SETJEN DAN DK-DPRRl/PP/08/2018

Kabid. Data dan Teknologi Informasi Setjen dan BK DPR Rl^
Kepala Pusat Penelitian Setjen dan BK DPR Rl •

Permohonan Hak Akses Aplikasi Pusat Penelitian

2 Agustus 2018

Bersama ini kami sampaikan bahwa Pusat Penelitian Setjen dan BK DPR Rl pada tahun 2018
telah menerima CPNSJabatan Fungsional atas nama:

No/ ' : • v; GoL : ^ ^ . Jabatan

1.
Masyithah Aulia Adhiem, M.E.
Nl".198306032018012002

111
Calon Peneiiti

Pertama

Dimana pada saat ini, yang bersangkutan sedang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar
(Diklatsar) CPNS Setjen dan BK DPR Rl.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Aktualisasi sebagai
salah satu materi Diklatsar, mohon perkenan Saudara kiranya kepada nama tersebut di atas dapat
•diizinkan untuk mendapatkan Hak Akses Aplikasi Pusat Penelitian untuk melakukan input dan update
data Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Pusat Penelitian,

Tembusan;

1. Kepala Badan Keahlian DPR Rl

2. Kepala Pusdatin Setjen dan BK DPR Rl

Dr. Indra Pahlevi, S.IP.. M.Si.

NIP.19711117 199803 1 004



SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHUAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JLN JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021)5715 349 FAX. (021)5715 432/5715 925. WEBSITE; www.dpr.go.id

Kegiatan

Waktu Pelaksanaan

Tern pat
Ketua Rapat
Anggota Rapat
Acara

LAPORAN SINGKAT

Pembuatan Sistem Monitoring dan Distribusi Penugasan
Pendampingan AKD (D)
12 September 2018
Rg. Rapat Pusat Penelitian
Kepala Pusat Penelitian
(Terlampir)
Paparan hasil pembuatan Sistem Monitoring dan Distribusi
Penugasan Pendampingan AKD di Bidang EKP

Salah satu tahapan dari kegiatan kelima program habituasi adalah memaparkan hasil pra-
final kepada Kepala Pusat Penelitian, Mentor, Coach, dan rekan-rekan sesama calon Peneiiti
Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RJ. Kegiatan dimaksudkan untuk mendapatkan masukan
atas sistem yang sudah dibuat dalam rangka penyempumaan sistem. Rapat didahului dengan
memaparkan hasil yang sudah dibuat, kemudian diikuti dengan pemberian arahan, masukan,
dan koreksi dari peserta rapat yaitu sebagai berikut:

No.

1.

2.

Nama

Kepala Pusat Penelitian

Dr. Indra Pahlevi S.IP.

M.Si.

Koordinator Bidane
O

Ekonomi dan Kebijakan
Publik (EKP)
Mandala Harefa, S.E.,
M.Si.

4.

Arahan/ Masukan/ Koreksi

Sistem yang dibuat harus dapat menjawab pertanyaan
yang diajukan oleh penguji saat sidang rancangan
aktualisasi yanglalu.
Sistem yang sudah sudah cukup baik namun masih
belum tampak adanya monitoring.
Proses entry data di EKP sebaiknya dilanjutkan oleh
pembuat sistem sampai pertengahan 2019. Nantinya
akan ada petugastersendiri yangmeneruskan.
Jika sistem yang dibangun dirasakan manfaatnya,
maka bisa diterapkan untuk semua bidang di Pusat
Penelitian.

Sistem nantinya bisa diintegrasikan ke suatu sistem
baru Pusat Penelitian untuk merekapitulas! data
selunih peneliti di Pusat Penelitian.

1. Teknik penyampaian hasil periu diperbaiki agar lebih
runut, terstruktur, dan bisa menjawab permasalahan-
permasalahan yang diajukan dalam rancangan
proposal.



3. Coach

DR. Ujianto Singgih P.

M.Si.

2. Kepakaran yang ada di EKP mengalami pembaman,

harus disesuaikan dengan penamaan kepakaran yang

bam.

Perlu dipersiapkan raw data sebagai basis data untuk

pengembangan sistem,

Kcberlanjutaii inpul diila sangat pcnting, jangan

sampai berhenti di tengah jalan.

Penting untuk dibuat SOP proses input data sehingga

jika nantinya mudah dikerjakan oleh orang lain.
5.

1.

2.

4.

7.

9,

Sistem yang

penyelesaian isu

aktualisasi.

Sistem yang ada hanya menampilkan riwayat

pekeijaan saja, lalubagaimana dengan pekerjaan tahun

berjalan? Hal tersebut perlu untuk ditampilkan juga.
Untuk monitoring pendistribusian penugasan

pendampingan masih belum tampak di sistem.

Sistem monitoring yang dibutuhkan harus ditampilkan
dalam 1halaman data. Sistemyang sudah dibuat masih

menghaaiskan Koordinator Bidang dan Kepala Pusat

Penelitian membuka data peneliti satu per satu

sehingga tidak efisien.

Pembobotan juga tetap perlu dibuat.

Sistem monitoring sebaiknya dibuat dalam bentuk

excel/tabel. Tabel tersebut memuat rekapitulasi dari

penugasan pendampingan yangditerima oleh masing-

masing peneliti selama tahun anggaran berjalan. Dari
tabel tersebut harus bisa tergambarkan distribusi

penugasan pendampingannya.

Tabel yang dibuat juga hams bisa memberikan alert'

warning system ketika seorang peneliti sudah

mendapatkan penumpukan tugas pendampingan.
Tabel monitoring yang akan dibuat hams dapat dengan
mudah diakses oleh Koordinator Bidang dan Kepala
Pusat Penelitian. Namun tabel tersebut tidak boleh

terbuka aksesnya untuk umum karena memuat beban

kerja.

Jika memungkinkan, maka tabel tersebut bisa

diintegrasikan ke dalam web/ portal. Namun jika tidak
maka tabel hams tetap ada untuk digunakan sebagai
jawaban atas isuyang diajukan.

dibuat belum menjawab

yang diajukan pada
kebutuhan

rancansan



4. Mentor

Achmad Sani Alhusain

S.E., M.A.

1. Seharusnya bisa diberikan kemudahan akses lerhadap

SKP masing-masing peneliti

2. Proses input data oleh cpns bisa dilakukan sampai
pertengahan 2019, namun untuk selanjutnya perlu ada

petugas khusus yang secara rutin memperbaharui data.

3. Setuju bahwa perlu ada rekapitulasi data untuk tahun
berjalan sehingga memudahkan proses monitoring dan

distribusi.

4. Pembobotan bisa dilakukan bisa tidak, namun lebih

baik jika ada pembobotan. Hal tersebut karena
pekeijaan tertentu memakan waktu dan tenaga lebih

banyak dibandingkan yang lainnya. Misalnya
pendampingan Legislasi biasanya memiliki durasi

yang lama (bisa mencapai tahunan) dibandingkan

pelaksanaan pengawasan akan selesai dalam kurun
waktu l-2minggu.

Jakarta, 14 September 2018
Mengetahui

Mentor

Achmad Sani Alhusain. SE.. MA

NIP. 197205111999031003

Peserta Latsar,
CPNS

Masvithah Aulia Adhiem. M E

NIP. 198306032018012002
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Kegiatan

SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN

DEVVAN PERWAKILAN RAKVAT REPUBLIK INDONESIA

JLN.JENDERALGATOTSUBROTO JAKARTA KODE POS 10270

TELP. (021)5715 349 FAX. (021) 5715 4:>2/5715 925, WEBSITE: \v\\-\v.dpr.go.id

LAPORAN SINGKAT

Waktu Pelaksanaan

Tahapan Kegiatan

Pembuatan Sistem Monitoring dan Distribusi Penugasan
Pendampingan AKD (III)
27 September 2018
Penyerahan Sistem Monitoring dan Distribusi Penugasan
Pendampingan AKD-Setjen BK DPR RI kepada Koordinator
Bidang EKP

Tahapan berikutnya adalah melakukan fmalisasi sistem berdasarkan masukan dan arahan
yang diterima pada saat ujicoba sistem di tahapan sebelumnya. Salah satu hal penting yang
harus diperbaiki dari draft sistem adalah penambahan suatu bentuk rekapitulasi penugasan
pendampingan yang disampaikan oleh Coach.

Rekapitulasi penugasan pendampingan dibuat dalam bentuk tabel baru (Tabel 1) dan
kemudian didiskusikan dengan BDTI untuk dapat diterapkan dalam sistem. Tabel yang dibuat
memuat data jumlah penugasan pendampingan yang dilaksanakan oleh masing-masing
peneliti. Rekapitulasi memuat ringkasan data terkait tugas pendampingan selama tahun
beijalan untuk masing-masing peneliti. Data yang direkapitulasi yaitu:
a. Jumlah tugas pendampingan iegislasi yang masih aktifhingga tahun 2018.
b. Jumlah tugas pendampingan pengawasan yang dilaksanakan di tahun 2018
c. Jumlah tugas pendampingan di Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR Rl selama

tahun 2018.

d. Kolom keterangan yang diisi dengan status "Merah" atau "Hijau".
Status Merah diterapkan jika peneliti sudah menerima 2 tugas pendampingan Iegislasi, 3

kali tugas pendampingan pengawasan, dan 4 tugas di Setjen dan BK DPR RI, Jika seorang
peneliti belum memenuhi kondisi tersebut, maka statusnya adalah Hijau. Melalui adanya tabel
tersebut, Koordinator Bidang dan Kepala Pusat Penelitian dapat secara cepat mengetahui
distribusi tugas pendampingan pada tahun 2018. Informasi distribusi juga dapat memberikan
gambaran apakah seorang peneliti nantinya bisa menerima penugasan tambahan dan
mengeijakannya secara efektif.

Tabel tersebut kemudian diaplikasikan pada Data Pegawai di Website Portal DPR. Namun
proses penerapan tabel ke dalam sistem ternyata mengalami kendala. Sistem pelaporan
rekapitulasi yang dibuat belum dapat memberikan waniing system yang berupa peringatan
wama "Merah" atau "Hijau". Solusi yang diberikan adalah menjumlahkan seluruh penugasan
pendampingan padakolom terakhir sebagai pengganti M-aniing system.{G2imh?iX 1-2)

Tahapan akhirdari seluruh rangkaian kegiatan aktualisasi ini adalah menyerahkan Sistem
Monitoring dan Distribusi Penugasan Pendampingan AKD-Setjen BK DPR RI kepada
Koordinator Bidang, Sistem yang sudah dibuat dirasakan dapat membantu pemerataan
distribusi tugas pendampingan dan membantu proses monitoring tugas tersebut (Lampiran
Testimoni).



Jakarta, 27 September 2018
Peserta Latsar,

CPNS

Mengetahui
Mentor

Achmad Sani Alhusain. SE., MA.
NIP.197205111999031003

Masvithah Aulia Adhiem. M.E.
NIP.198306032018012002
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Jabatan

Judul Kegiatan Aktualisasi

Isi Testimoni

Tandatangan Pemberi
Testimoni

LEMBAR TESTIMONI

Masyithah Aulia Adhiem
Calon Peneliti

Pembuatan Sistem Monitoring dan Distribusi Penugasan
Pendampingan AKD-Setjen BK DPR RI

Vs;i5v.«^(jU

'jjwyoo^
|3sr^'S?4
^i?J^ Tv'vviV*^^^^


